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Dimana dengan data-data yang terinformasikan faktual pada

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan lanpa hak melakukan perbualan sebagaimana

dmaisud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing pemetaan wilayah potensi konflik sosial di Kabupaten Tanah
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikil Rip 1.000.000,00 (satu jula rupiah) atau ) . . .
ok pariars :;:f-ns lama 7 (1ujuh) tahun an/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 Bumbu, dapat menjadi acuan dalam mengindentifikasi dan
ima millar nupiah).
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sosial yang terjadi di dae
dalam merumuskan berbagal
dan memberikan resolusi terhadap
komprchensip.

Demikian yang dap
dukungannya diucapkan terimakasih.

at kami sampaikan, atas perhatian dan

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

KATA
Batulicin, Nopember 2017 PENGANTAR

Bupati Tanah Bumbu,

— engan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang
/) Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Penelitian
dan Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Sesial di Kabupaten Tanah
Bumbu,

Mardani H. Maming

Buku ini telah kami susun dengan maksimal dan
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat
memperlancar dalam proses pembuatannya, Untuk itu, kami
sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkantribusi dalam pembuatan buku ini, khususnya kepada Bapak
Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu yang terus memberikan
dukungan kepada kami dalam melaksanakan penelitian dan
pemetaan ini,

Juga kepada tim Center for Election and Political Party (CEPP)
Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin yang telah
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meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam penyusunan N
bukuini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa
masih ada kekurangan baik dari segi isi, susunan kalimat maupun
tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami
menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat

memperbaiki hasil penelitian dan pemetaan ini selanjutnya.

Akhir kata kami berharap semoga hasil penelitian dan
pemetaan potensi konflik sosial di Kabupaten Tanah Bumbu ini
dapat memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam mengambil kebijakan terkait penanganan
konflik sosial yang mungkin terjadi di Tanah Bumbu demij
terciptanyasuasana yang aman, nyaman dan kondusif.
DAFTAR ISI

Tanah Bumbu, Oktober 2017
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Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya,
baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan
kepercayaan. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat
kesejahteraan ekonomi, pandangan politik serta kewilayahan, yang
semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi
masyarakatIndonesia.

Meski demikian, secara bersamaan kemajemukan
masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalian,
pengelolaan, serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia
untuk menapaki jenjang masa depannya. Kemajemukan masyarakat
Indonesia dapat berpotensi membantu untuk maju dan
berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat
tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyuburkan
berbagai prasangka negatif (negative stereotyping) antar individu
dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan

PEMETAAN WILATAH POTENS KONFLIK DI KARUFATEN TAMAH BUMBU 2016
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ikatan solidaritas sosial sehingga dapat menimbulkan terjadinya
suatu konflik sosial.

Konflik merupakan gejala-gejala sosial yangselaluada dalam
setiap masyarakat. Selama masyarakat ada, selama itu pula konflik
ada dalam masyarakat itu. Meskipun konflik merupakan gejala yang
universal, konflik mempunyai dampak yang amat besar bagi
masyarakat karena konflik yang berlangsung terus menerus akan
menjurus kearah disintegrasi sosial.

Banyak orang beranggapan bahwa konflik hanya mencakup
konflik fisik, sehingga konflik lisan dalam bentuk debat, polemik,
perbedaan pendapat, dan sebagainya yang hanya terbatas pada
saling menyerang dengan kata-kata tidak dapat discbut konflik,
Padahal konflik lisan yang seolah tidak berbekas, justru merupakan
potensi konflik yang sesungguhnya yaitu konflik fisik.

Napak tilas eskalasi konflik sosial di Indonesia pasca era
Reformasi 1998 memiliki pola yang khas. Pada medio 2012,
Kementerian Dalam Negeri merilis jumlah konflik sosial pada 2010
sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun pada 2011 menjadi 77
kasus. Namun kemudian, meningkat pada 2012 menjadi 89 kasus
hingga akhir Agustus®,

Bila ditelusuri lebih lanjut, terjadinya konflik sosial kala itu
cenderung disebabkan oleh lemahnya sharing of understanding and
acceptance di tengah masyarakat yang menyangkut ruang,
kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan. Conflict of interest dan
conflicting ideas awalnya hanya sebuah perdebatan yang mampu
menyulut konflik sosial yang berkepanjangan.

Pada April 2014 lalu, Kementerian Sosial (Kemensos) merilis
bahwa di Indonesia terdapat 42 titik rawan konflik sosial yang

! Lihat, Maswadi Rauf. (2000). “Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis”,
DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, hal. 1
*Lihat, Antaranews, 2012,

FUMETAAN WILATAN POTENS| EORFLIT O RABUFATEN TANAN BUBY 1016
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terschar di enam pulau. Sepanjang 2013 laluy, di Papua terjadi 24_
peristiwa konflik sosial, di Jawa Barat (24), di Jakarta (18), di
Sumatera Utara (10), di Sulawesi Tengah (10) dan di Jawa Tengah
(10) (JPNN, 2014). Berkaca dari jumlah frekuensi terjadinya ko‘nﬂik
sosial yang begitu intens, pada 2014 lalu Kemensos juga
melancarkan program keserasian sosial di 50 wilayah rawan konflik
sosial dan program penguatan kearifan lokaldi 30 daerah.

Konflik sosial pada masyarakat pluralisme seperti Indonesia,
yang memiliki keaneka ragaman suku, agama, ras dan budﬂ?’il'
dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisl
merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun
tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain,
kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan
nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan,
ketidak adilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta
dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam
pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan
pemilihan kepala daerah.

Setiap manusia mementingkan dirinya sendiri dan ingin
memperoleh kenikmatan hidup secara kebendaan (material) dalam
kehidupannya, kecenderungan manusia berusaha memperoleh
keuntungan baginya dalam setiap kesempatan. Sifat pribadi
manusia tersebut bisa menjadi penyebab munculnya konflik.

Sebagaimana Maurice Deverger menyimpulkan bahwa salah
satu penyebab terjadinya konflik adalah karenaadanya sebab-sebab
individual®. Konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia
untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka (resource
and position scarcity)™,

¥ Lihat, Maurice Duverger “Sosiologi Palitik”, Jakarta: Rajawali, 1982, hal. 174-175.
) Lihat, Ted Robert Gurr, “Introduction” dalam Handbook of Political Conflik:
Theory and Research, New York: NY: The Free Press, 1980, hal.3

PEMETAAM WILATAH POTENS) SONFLIK DV KADUPATEN TANAN AUMDU 7026
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Konflik sosial terjadi karena adanya kegiatan-kelangkaay,
yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau kelompok
masyarakat untuk memperebutkan barang-barang pemenuhan
kebutuhan yang terbatas. Hal ini juga sama dengan sumber-sumber,
kedudukan atau posisi atau jabatan yang langka dalam masyarakat,
Dalam konteks hubungan sosial, konflik memiliki beberapa

persyaratan agar sebuah hubungan sosial dapat disebut sebagaj

sebuah konflik sosial.

Ted Robert Gurr menyebutkan sedikitnya terdapat empat cirj
konflik®. Ciri yang pertama adalah ada dua atau lebih pihak yang
terlibat. Kedua, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang
saling memusuhi. Ketiga, mereka melakukan tindakan-tindakan
kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai. Keempat,
menghalang-halangi lawannya dan interaksi yang bertentangan ini
bersifat terbuka sehingga dapat dideteksi dengan mudah oleh para
pengamat yang independen. Dari ciri tersebut dapat diidentifikasi
jenis-jenis konflik sosial yang terjadi.

Oleh karena kecenderungan sifat manusia yang
mementingkan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan
orang lain atau kelompok lain, maka menurut Thomas Hobbes, sifat-
sifat manusia seperti ini yang dapat menghancurkan umat manusia
apabila negara (penguasa politik) tidak ada. Hobbes juga
mengungkapkan bahwa, perlu adanya kekuasaan politik yang
mengatur masyarakat‘®.

Negara dan hukum amat diperlukan di dalam masyarakat
untuk mencegah setiap orang mencapai keinginan dan
keperluannya sendiri dengan cara-cara merugikan oranglain. Dapat

*) Ibid, hal. 2

 Terdapat banyak literature yang menggambarkan pemikiran Thomas Hobbes.
Antara lain, lihat George H. Sabine dan Thomas L. Thorson, "A History of Political
Theory”, Edisi Empat, Hinsdale, 1I: Dryden, 1973, Dapat juga dilihat pada, Lee
Cameran McDonald, “Western Political Theory”, New York: NY Harcourt Brace
Jovanovich, 1968.

FEMETAAN WILAYAH POTLNS| EONFLiK O EARLPATIN TANAH BUMEL 2016
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pula dikatakan bahwa, negara dan hukum diperlukan untlﬂf
mencegah terjadinya konflik sosial, paling tidak dapat mengurangl
konflik karena adanya “ketakutan” terhadap hukum dan aparat
negarayang memaksa'’.

palam konteks Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya
Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan wilayah yang penduduknya
sangat heterogen. Ragam suku, agama dan sumber dayfj alam yang
Juar biasa, menempatkan Tanah Bumbu sebagai wilayah yang
strategis serta memiliki potensi konflik yang cukup
mengkhawatirkan. Potensi konflik yang cukup besar terkait dengan
adanya perbedaan sistem nilai, perbedaan kultur dan perbedaan
kepentingan dari heterogenitas masyarakatnya,

Tanah Bumbu merupakan daerah yang kaya akan sumber
daya alam, juga menyiapkan dan membangun infra struktur berupa
puluhan pelabuhan khusus untuk pengangkutan maupun jalur
perdagangan baik batu bara, bijih besi dan kelapa sawit. Selain itu
terdapat pula pelabuhan umum milik PT Pelabuhan Indonesia atau
Pelindo 11l cabang Kotabaru serta pelabuhan penyeberangan milik
PT ASDP. Kehadiran sumber-sumber ekonomi tersebut, tentunya
memberikan keuntungan ekonomi berupa Pendapatan Asli Daerah
yang cukup besar jumlahnya, serta mampu menyediakan lapangan
pckerjaan bagi masyarakat setempat®. Di sisi lain, juga
menimbulkan potensi konflik sosial, baik antara masyarakat dengan
perusahan maupun antar sesama masyarakat, juga masyarakat
dengan pemerintah daerah karena adanya kewenangan yang tidak
dipahami oleh sebagian masyarakat, khususnya terkait konflik
lahan dan perbatasan wilayah®®.

7 Lihat Rauf, Op.Cit, hal.5

® Lihat, Andi Tenri Sompa, * Pengusaha Lokal dan Bisnis Tambang Batubara”,
sebuah Disertasi yang telah dipertahankan pada sidang terbuka Program
Doktoral llmu Politik Universitas Indonesia pada tanggal 15 Juli 2016 dan sedang
dalam proses penerbitan menjadi buku ilmiah, hal. 6

* Lihat, Sompa, Ibid, hal. 176
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Fenomena perkembangan Kabupaten Tanah Bumbu yang
sangat pesat, kondisi ini amat rentan terjadinya konflik sosial secary
lebih luas. Faktanya, beberapa tahun terakhir berbagai konflik telah
terjadi. pPermasalahan lahan dan pertambangan menjadi konflik
yangmendnminasi.

Belum lagi permasalahan tenaga kerja, batas wilayah baik
antar kabupaten maupun antar desa, perkembangan aliran
keagamaan, arogansi berdasar kesukuan, perkebunan, industri,
politik dan perdagangan serta masalah transportasi. Kehadiran
negara dalam hal ini pemerintah daerah, penting untuk konteks
memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat
Tanah Bumbu.

Masalahnya, terjadinya konflik dan upaya pemecahannya
tidak dapat dilakukan jika identifikasi terhadap potensi konflik ity
sendiri belum ditemukan. Oleh karena itu, amat penting untuk
dilakukan penelitian berbasis pemetaan wilayah konflik sosial dan
jenis konflik yang sedang serta berpotensi untuk terjadi di masa
mendatang, yang dilakukan secara terus menerus dalam kurun
waktu tertentu.

Pemetaan Wilayah dan identifikasi potensi konflik menjadi
sebuah keniscayaan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah
Bumbu untuk dilakukan, yang akan sangat membantu dalam
konteks upaya pencegahan serta memberikan resolusi terhadap
konflik tersebut.

* ¥ %

FEM ETARN W LAvki FOTES S KON LIN D] KABUPATEN TANAH BUMBL 2006
[t .
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(1.2)

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Pemetaan
Wilayah Potensi Konflik di Kabupaten Tanah Bumbu ini
berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

4, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2015
tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Konflik,
Penghentian Konflik dan Penyelesaian Konflik Sosial.

5. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2015
FEMETAAN WiLATAH Iﬂ"!l_ﬁ_l_mﬂ(ill_l_l_'.ll.lllllu'rlwhl BUMEY 2054
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tentang Standar Operasional Prosedur Pemulihan Pasca e -

L

Konflik Sosial.

Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomoy

188.46/67/KESBANGPOL/2016 tentang Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Tanah Bumby

Tahun Anggaran 2016.

(1.3)

Maksud dan Tujuan

Kegiatan penelitian pemetaan wilayah potensi konflik sosial
bermaksud untuk mengidentifikasi masalah konflik sosial di
Kabupaten Tanah Bumbu, yang meliputi pemetaan terhadap data
kuantitatif dan kualitatif di sepuluh kecamatan yang ada. Lebih
spesifik lagi cakupan dalam pemetaan konflik secara kuantitatif,
cakupannya adalah isu konflik, tempat kejadian, waktu kejadian dan
pelaku/aktor/para pihak. Sedangkan data kualitatif terkait dengan
penyebab konflik, kronologis/kejadian, dampak yang ditimbulkan,
serta proses penyelesaian konflik didukung dengan data dan
informasiyang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.

Tujuan utama penelitian ini adalah, untuk mendapatkan data
yang valid dan komprehensif terkait pemetaan wilayah potensi
konflik, beserta jenis konflik yang sedang terjadi dan yang
berpeluang untuk menjadi konflik baru berbasis kecamatan vang
adadiKabupaten Tanah Bumbu.

wi i
FERELALN WiLATAH m‘“"‘l_‘ﬂ_":l'f 01 KABUPATER TANAH BUMEU 2056 PEMETAAN WIHLAY2M POTENS KON FLIE 01 CABLPATEN TANAS BUMBY 2016
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penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan kepadg AL O
pemerintah Daerah untuk dijadikan dasar bagi pengambilanp
kebfjakandalammcnindakIanjutihasi]yangdiperoleh.

L

(1.4)

Sasaran

Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan pemetaan wilayah
potensi konflik tersebut, terdapat beberapa output yang
diharapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Datadan informasi serta analisis tentang jenis konflik sosial
yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah
Bumbu, sehingga memudahkan berbagai pihak dalam
merumuskan bentuk kebijakan yang perlu diambil dalam
rangka pengurangan resiko konflik sosial.

2. Peta daerah rawan konflik yang dapat digunakan sebagai
referensi bagi multi stakeholders terkait jenis dan penyebaran
konflik sosial di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah

Bumbu,
3. Analisis peta daerah rawan konflik yang dapat digunakan
sebagai bahan referensi dan rekomendasi, terkait dengan
FEMETAAN WHLAYAM POTENS| EONFUK B1 KABUPATEN TANAH BUMBU 1016 PEMETANM WILATAH POTE NS RONFLIS DI CABUPATEN TANAY BUMBU 7016
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jenis dan penyebaran konflik sosial diIndonesia, khususny; g;
Kabupaten Tanah Bumbu.
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Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi tentang konflik dilakukan oleh para ahli ilmu
sosial yang dilihat dalam berbagai perspektif. Studi-studi tersebut
membahas beragam aspek terhadap fenomena potensi konflik
dalam masyarakat. Ada yang membahas aspek kebijakannya, ada
yang membahas aspek hubungan pemerintah dan masyarakat, ada
pula yang membahas aspek konflik antara perusahaan tambang
dengan masyarakat lokal dan lain-lain. Berikut ini dikemukakan
beberapa studi terbaru mengenai fenomena pertambangan dalam
perspektif [Imu Politik.

Penelitian Siswoyo tentang keterkaitan antara menipisnya
sumber daya hutan disebuah daerah di Jawa Timur dengan
tampilnya kekuatan pasar. Penelitian itu melihat bahwa hutan
rakyat yang selama ini menjadi penopang kehidupan ekonomi
petani setempat, dalam tahun-tahun terakhir justru dirambah oleh
pemilik modal.

PEMETAAN WILAYAH POTENS] KONFLIE DI KABUPATEN TANAH BUMBL 1016
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para petani yang secara ckonomi subsisten dipaksy
berhadapan dengan para pengusaha yang bermodal besar. Di saty
sisi, petani didorong masuk hutan untuk menebang danp

mengangkut kayu u ntuk diserahkan kepada tengkulak yang menjadj

agen pengusaha kayu.

Kondisi ckonomi tengkulak jauh lebih baik dan sejahtera
ketimbang petani. Sementaranegara, ternyata tidak ikut mengambil
peran apa pun dalam konteks ini, kecuali hanya berkepentingan
dengan pungutanretribusi dari pengusaha kayu'®,

Lebih spesifik dalam kasus tambang, terdapat beberapa
penelitian terbaru yang secara khusus menelaah aspek konflik
dalam industri pertambangan, baik konflik vertikal antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, konflik segi-empat
antara pemerintah pusat dengan pemerintah dacrah dan
pengusaha tambang, maupun konflik antara pemerintah daerah
dengan masyarakatlokal.

Konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah ditunjukkan oleh penelitian Kurniawati dengan mengambil
kasus penentuan dana bagi hasil dari eksploitasi sumber daya alam
diKalimantan Timur.

Daerah atau pemerintah daerah merasa diperlakukan tidak
adil oleh pemerintah pusat yang menentukan pola hasil dengan
daerah. Melalui Undang-Undang Perimbangan Keuangan,
pemerintah pusat menentukan pola dana bagi hasil.

UUitu digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh daerah-daerah di

Kalimantan Timur. Daerah merasa menanggung beban lingkungan
dan sosial dari eksploitasi sumber daya alam.

*® Ljhat, Bambang Siswoyo. (2007). “Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar: Studi
Refleksi Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari secara Kolaboratif di Pacitan, Jawa
Timur", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Iimu Politik, Volume 11, Nomor 2,
November, hal. 153-286,

FEMETAAN WILATAN POTINS KOMFLIK D KABUPATEN TANAW BUMAU 2016
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Daerah juga selalu dihadapkan pada konflik horizontal antara
pengusaha dengan masyarakat lokal. Padahal, keuntungan ekonomi
dari cksploitasi tersebut lebih banyak mengalir ke pemerintah

pusat*?,

Konflik segi-empat antara pemerintah pusat, DPR RI,
pemerintah daerah dan pengusaha tambang dapat dlihat dari
penelitian Rahardjo yang membahas kasus divestasi PT Newmont
Nusa Tenggara (PT NTT). Penelitian itu melihat bahwa telah terjadi
kompetisi yang sengit antara pemerintah pusat, DPR RI dan
pemerintah daerah dalam mendapatkan saham divestasi dari PT
NNT, Pemerintah pusatingin mendapatkan setidaknya 7 persen dari
divestasi itu, tetapi DPR RI justru menghambatnya bahkan
mengadukan pemerintah ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Di sisi lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten /kota
di Nusa Tenggara Barat) justru merasa lebih berhak dengan saham
divestasi tersebut, Konflik menjadi rumit ketika PT NNT
mengajukan tawaran untuk membeli sendiri saham divestasi itu,
atas nama pemerintah daerah. Konflik pun berkepanjangan hingga
harus diselesaikan di meja lembaga arbitrase internasional Uncitral
(United Nations Commission on International Trade Law)2.

Berbeda dengan penelitian Kurniawati dan Rahardjo,
penelitian Astuti melihat konflik justru terjadi antara pemerintah
daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten
Kulenprogo, Yogyakarta, mengeluarkan kebijakan mengenai
penambangan pasir besi. Masyarakat Kulonprogo menolak
kebijakan tersebut. Hal itu kemudian memunculkan ketegangan
antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

' Lihat, Tenti Kurniawati. (2012). “Konflik dalam Penentan Dana Bagi Hasil
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Privinsi Kalimantan Timur®, dalam
- }1:|rn.nl limu Sosial dan llmu Politik, Volume 16, Nomor 1, Juli (hal. 16-25).
Lihat, Hafid Rahardjo. (2012). “Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont
NusaTenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)", dalam ibid, (hal. 26-44 ).
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Penelitian itu menunjukkan dengan jelas terjadiny,
pertarungan kepentingan antara pemerintah daerah dan
masyarakatdenganberbasishisnistamhang‘”.

Penelitian D.D. Cahyati dengan mengambil kasyg
penambangan pasir besi di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengal,
menunjukkan bahwa pemerintah daerah menetapkan secary
sepihak lahan kaya sumber daya alam (pasir besi) sebagai wilayap
penambangan. Masyarakat setempat, terutama yang berada dj
sekitar obyek tambang itu, tidak pernah tahu rencana dan
keputusan pemerintah. Selain merasa tidak dilibatkan, masyarakat
setempat juga sangat takut akan dampak dari keberadaan kegiatan
pertambangan di dekat tempat tinggal mereka. Penolakan
masyarakat ternyata harus berhadapan dengan kekuatan
pemerintah daerah dengan melibatkan DPRD dan militer (TNI AD),
sehingga posisi masyarakat pun terdesak dan tercerai-berai“*,

Sebuah penelitian cukup menarik ditawarkan Amin dengan
mengambil kasus Blok Cepu, Jawa Tengah. Penelitian ini dengan
jelas melihat, disatu sisi betapa pemerintah berusaha mengambi|
keuntungan ekonomi dan politik dari kegiatan investasij
pertambangan minyak Blok Cepu. Di sisi lain, pemerintah atay
negara menunjukkan ketidak berdayaannya ketika berhadapan
dengan tekanan dan kekuatan perusahaan multinasional Exxon
Mobil yang didukung Amerika Serikat di bawah George W. Bush,
Pemerintah Indonesia lebih berkepentingan untuk memenangkan
Exxon Mobil dalam tender, ketimbang Pertamina yang sebenarnya
memiliki kapasitas memadai untuk mengelola Blok Cepu®*®,

'3 Lihat, Eka Zuni Lusi Astuti. (2012). "Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana
Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulonproge®, dalam ibid, (hal. 62-74).

) Lihat, Devy Dhian Cahyati. (2013). “Pertarungan Aktor dalam Konflik Ekologi
Politik Penambangan Pasir Besi di Urutsewu Kebumen®, dalam Jurnal Studi
Politik, Vol.1, No. 2, April - September, (hal. 17-30).

52 Lihat, Akhmad Bakhtiar Amin. (2012). Tangan-tangan Elit Di atas Blok Cepu:
Dinamika Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia. Jakarta: Terbit Press,
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Untuk penelitian pemetaan wilayah potensi konflik ini, hanya
mengidentifikasi wilayah konflik dan jenis konflik yang terjadi dan
yang berpotensi terjadi. Penelitian ini belum pada tahapan
menemukan resolusi konfliknya. Harapannya bahwa dengan
diketahuinya petaan wilayah dan jenis konflik yang berkembang di
tengah masyarakat maka pemerintah daerah mengeluarkan
kebijakan pendeteksian dini terhadap segala kemungkinan yang

dapatterjadi.

LR R
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Kerangka Teori

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
SIPABIO dan beberapa teori penunjang lainnya, adalah sebagai
berikut:

2.2.1.Good Governance

Secara harafiah Good Governance dapat diartikan sebagai
pemerintahan yang baik, yang didalamnya mengandung unsur
akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Dalam
Good Governance terdapat tiga unsur, yaitu negara/pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat. Ketiga unsur itu harus bersinergi
sehingga tercipta pemerintahan yang baik.

Kashi Nisjar dalam Domai*® mengemukakan bahwa unsur-
unsur kepemerintahan dikelompokkan menjadi tiga kategori :

) hitp.www.g oodgovernance/cmdd/astikelfhtm

i
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Negara/Pcmorinrall : konsepsi kepemerintahap Pad,

dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauy dari

itu melibatkan pula sektor swasta dan kclembngaa"
masyarakat madani.

2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta menyangkut perusahaay,
swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, sepert;.
industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperas;
termasuk kegiatan sektorinformal.

3. Masyarakat madani : kelompok masyarakat dalam konteks
kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah.
tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup
baik perseorangan maupun kelompok yang berinteraks;
secarasosial, politik, dan ekonomi.

Masuknya investor ke suatu daerah adalah contoh penerapan
Good Governance pada tingkat daerah, dalam hal ini menyangkut
otonomi daerah, dimana penekanan ada pada mekanisme pasar
dalam pembangunan ekonomi. Peran pemerintah, swasta, dan
masyarakat dipandang sama kedudukannya dalam konsep ini, yang
dalam penerapannya dipandang mampu menghadapi masalah atay
konflik demi tercapainya kesejahteraan bersama.

2.2.2.TeoriKonflik

a. Definisi Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin configure yang berarti saling
memukul, secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses
sosial dua orang atau lebih dimana satu pihak berusaha
menyingkirkan pihak lain. Coser”” menyatakan bahwa konflik
adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atas tuntutan yang

") Limbong, Bernhard, 2012, Konflik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka,
PEMETAAN WILATAH POTENS! CONFLIE B EABLIPATEN TAMAH BUMBEU 1016
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perkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber leelcayan

tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang
anya bermaksud untuk memperoleh
ainkan juga memojokkan, merugikan,

yang persediaannya

sedang berselisih tidak h

barang yang diinginkan mel

dan menghancurkan lawan mereka.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan
perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yaflg
beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sasial
dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan,
aliran politik serta budaya dan tujuan hidupnya.

Dalam sejarah umat manusia, perbedaan itulah yang selalu
menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut,
konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.

Dari sini, ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan
sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial
yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan dan bahkan
dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga serta
pertemanan. Konflik terjadi di masa lalu, sekarang dan pasti akan
terjadi dimasayangakan datang.

Para pakar telah mengemukakan berbagai definisi mengenai
konflik, definisi tersebut tampak berbeda walaupun intinya sama,
karena mereka mendefinisikan konflik dari perspektif yang
berbeda. Ada yang mendefinisikan dari perspektif Sosiologi,
Psikologi, Kamunikasi, Antropologi, dan Politik“®.

1. Menurut Joce L, Hocker dan William W, Wilmot (1985),
definisi konflik adalah “.an expressed struggle between at least
two interdependent parties who perceived in compatible goal,
scarce rewards, and interference from other party in achieving
their goals.”

') Wirawan, 2016, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian,
Jakarta: Salemba Humanika.

PERIET) .
EMETAAN WiLArals POTENS] KGNTLIK DI KABUPATEN TANAM NUMBU J026

25

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2. Menurut Joel A. Digirolamo, defini konflik adalah 4 proceg,
that begins when an individual or group perceives diffcrence,
and opposition between it self and another individual or groy,,
about interests and resources, beliefs, values, or practices thq,
matter to them.”

3. Menurut Stephen P. Robbins (1990), definisi konflik adala,
“"We define conlicts as a process in which an efoord is purposej,
made by A to off set the effortsof B by same form ofb!ackingghat
will result in ‘frustrating B' in attaining his goals orﬁ;rthen’ng
hisinterest.”

4. Menurut Gareth R. Jones (1995), definisi konflik adalay,
“Organizational Conflict is the clash that occurs when the gogj.
directed behavior of one droup blocks or thwarts the goals of
another.”

5. Menurut Daniel Dana (2001), definisi konflik adalah
“Workplace conflict: A condition between or among workers
who sek jobs are interdependent, whose feel angry, whq
perceive the other(s) as being at fault, and who act in a ways
that couse a business problem.”

6. Menurut ). Frost dan W. Wilmot (1978), definisi konflik adalah
“Conflict is the interaction of interdependent people who
perceive in compatible goals and interference from each other
inachieving those goals.”

7 Menurut Kirk Blackard dan James W. Gibson (2003), definisi
konflik adalah "Woerkplace conflict is a dynamic process
reflecting the interaction of two or more interde who have
pendent parties same level of difference or in compatibility
between them.”

b. Konflikdalam perspektif Satya Graha

Mohandar Karachad (Mahatma) Gandhi adalah pemimpin
perjuangan kemerdekaan India dalam melawan pemerintah

FEMETARN WILAYAH POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN TANAH BUMBU 2016
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5. Beliau mengemukakan konsep konflik

iajahan Inggri
penjaja el terkenal

perlawanan tanpa kekerasan (non-violent conflict] yang
dengannama “Satya Graha".

Satya Graha berasal dari bahasa Sansekerta: satya, artinya

kebenaran dan agraha yang artinya teguh. Konsep Satya Graha
berarti teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak
benar. Satya Graha berasal dari ajaran agama Hindu Ahimsa yang:
melarang orang menyakiti semua makhluk dan harus menghindari
kekerasan, Satya Graha dikembangkan Gandhi dalam strategi dan
taktik konflik berikutini®?:
Strategi Langkah Bijak : Gandhi lebih memilih strategilangkah
bijak dari pada eskalasi spiral. Setiap kampanye Satya Grziha
menggunakan suatu seri langkah-langkah, masing-masing
lebih menantang bagi lawan konflik. Langkah itu dimulai
dengan negosiasi dan arbitrase yang meliputi:

a.

Pengumpulan dan analisis fakta di tempat konflik dengan

partisipasi lawan konflik. .
Mengidentifikasi minatyang sama dengan lawan konflik.
Formulasi tindakan dan diskusi yang diterima lawan

konflik
- Upaya untuk kompromi, tetapi tidak mengalah dalam

suatu hal yang esensial.

Gandhi menghindari eskalasi konflik lebih jauh. Pada fase ini
ia membangun kerja sama dan hubungan personal dengan
lawan konflik, sehingga membatasi antagonisme yang
umumnya timbul dalam proses eskalasi konflik.

b. Taktik Konflik : jika dengan langkah-langkah sebelumnya,
konflik tidak dapat diselesaikn, para “Satya Grahis” -pihak
yang melaksanakan prinsip Satya Graha- harus menyiapkan
dan melaksanakan tindakan langsung berupa agitasi,

19 Ibid, 18.
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ultimatum, pemboikotan ekonomi, pemogokan, “O"kf’liﬁmsj'
pembangkangan sipil, perampasan fungsi-fungg;
pemerintahan dan penciptaan pemerintahan parallel,

Jika salah satu dari tindakan tersebut dapat menyelesaik,,
konflik, tindakan berikutnya tidak diperlukan. Akan tetap;
setiap langkah baru selalu mencakup periode penarikan dirj,
refleksi serta analisis mengenai posisi diri sendiri dan lawy,,
konflik. Yang tidak terjadi adalah, eskalasi konflik normg)
dimana respon kekerasan terjadi dalam bentuk spjry)
kekerasan yang makin meningkat.

Teori konflik Satya Graha berasumsi bahwa tindakan noj
kekerasan akan menimbulkan respon yang sama dari pihak
lawan konflik. Sehingga hal tersebut akan meningkatkap
proses rekonsiliasi pihak-pihak yang terlibat konflik. Akap
tetapi, keberhasilan dari teori Satya Graha sangat tergantung
padaaksi massa yang digerakkan secara massal.

Dalam hal aksi massa, pemimpin yang kuat dengan pola
kepemimpinan transformasional dan karismatik sangat
diperlukan. Penerapan teori Satya Graha dalam konflik
perjuangan kemerdekaan di India membuat pemerintah
penjajahan Inggris menyerah dan memberikan kemerdekaan.

2.2.3.Konflik dan Teori Pertukaran Sosial

Beberapa hal yang bisa menimbulkan konflik dalam interaksi

CEPP -
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mempunyai nilai ekonomi serta distribusi suatu kondisi yang
mempengaruhi kesejahteraan, terdiri dari aspek-aspek
psikologi, fisik, ekonomi dan sosial. Jika distribusi barang dan
jasa dilakukan secara tidakadil, ko nflik bisa timbul.

Keadilan prosedural (procedural justice), keadilan mengenai
prodesur untuk mendapatkan barangdan jasa.

Kewajaran (equity), dalam suatu kerja sama dirfxana
produktivitas ekonomi merupakan tujuan utama, kewajaran
lebih merupakan prinsip utama dari pada persamaan hak
dalam keadilan distributif.

persamaan hak (equality), apabila tujuan interaksi sosial
untuk mengembangkan atau mempertahankan kekohesifan
hubungan sosial yang menyenangkan, maka persamaan hak
merupakan prinsip dominan dalam hubungan sosial.
Persamaan hak artinya setiap orang yang berinteraksi sosial
sebagai individu mempunyai nilai yang sama dan
menciptakan kondisi optimal untuk memelihara harga diri
(self-esteem). Persamaan hak dalam keluaran berarti setiap
anggota mempunyai nasib yang sama (commonfate), yang
akan mengembangkan solidaritas dalam interaksi sosial.
Ketiadaan persamaan hak akan meniadakan kekohesifan
hubungan sosial yang akan mengarah timbulnya suatu
konflik.

Kekuasaan (power), dalam suatu interaksi sosial, kekuasaan
(power atau social power) juga berperan. Dalam suatu

sosial, yaitu keadilan (justice), kewajaran (equity), persamaan hak

; S a0 interaksi sosial, kekuasaan merupakan hasil ketergantungan
equality) dan kekuasaan (power)2°,

diantara dua pihak yang berinteraksi. Seseorang yang
mempunyai kekuasaan mempunyai potensi lebih besar dan
kemampuannya lebih besar untuk mempengaruhi orang lain
dalam suatu interaksi sosial. la juga berupaya lebih banyak

mempengaruhi orang lain daripada orang yang mempunyai
*Kabanoff, B, 1991, Equity, Equality, Power, and Conflict, The Academy of : i
Management Review. kekuasaan lebih kecil.

a. Keadilan distributif (distributive justice), keadilan yang
berhubungan dengan distribusi barang dan jasa yang
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Pada umumnya, ia juga lebih berhasil mempengaruhi Mmerek,
yang mempunyai kekuasaan lebih kecil. Dengan demikian, ,

bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dalam sygy,
interaksi sosial.

2.2.4. Konflik Realistis dan Konflik Non-Realistis

Lewis Coser®’ mengelompokkan konflik menjadi konfj,

realistisdan konflik non-realistis.

Konflik Realistis, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaap,
dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atay
mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik jenis inj,
interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidak sepahaman
mengenai substansi atau objek konflik yang harus
diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik.

Disini, metode manajemen konflik yang digunakan adalah
dialog, persuasi, musyawarah, voting, dan negosiasi,
Kekuasaan dan agres sedikitsekalidigunakan,

Konflik Non-Realistis, yaitu konflik yang terjadi tidak
berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik,. Konflik
dipicu oleh kebencian atau prasangka, yang mendorong
melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan
lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat
mengenai isu penyebab konflik, tidak penting. Hal yang
penting adalah, bagaimana mengalahkan lawan, Oleh karena
itu, metode manajemen konflik yang digunakan adalah agresi,
menggunakan kekuasaan, kekuatan dan paksaan. Contohnya
adalah konflik karena perbedaan agama, suku, ras, bangsa
yang sudah menimbulkan kebencian yang mendalam.

1 Folger, J.P. dan M.S. Poole, 1984, Working Through Conflict: A Communication
Perspective, Dallas, TX: Scott, Feresmanand Company.
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2.2.5.Konflik Konstruktifdan

konstruktif dan konflik destruktif @2,

a.

WGERE MM

Konflik Destruktif

iadi ik
Konflik juga dapat dikelompokkan menjadi konfli

Konflik Konstruktif, yaitu konflik yang prosesnya mcngaralh
substansi konflik. Konflik

: encari solusi mengenai
kepada m o

i membangun sesuatu yang baru atau mempere

jenis in
l aupun mereka

hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik; at ;
mnmperolehscsuatuyangbermanfaatdarikonﬂlk.

pihak-pihak yang terlibat konflik secara ‘flcksi
menggunakan berbagai teknik manajemen konflik, sep '
negosiasi, give and take, humor bahkan voting untuk mencarl

solusi yang dapatditerimaoleh keduabelah pihak.

bel
erti

Konflik Destruktif, yaitu pihak-pihak yang terlibat konflik
tidak fleksibel atau kaku, karena tujuan konflik di definisikan
secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain.
Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol
karena menghindariisu konflikyang sesungguhnya.

Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik membentuk spiral
yang panjang, yang makin lama makin menjauhkan pihak-
pihak yangterlibatkonflik.

Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik
manajemen konflik berupa kompetisi, ancaman, konfrontasi,
kekuatan, agresi dan sedikit sekali menggunakan negosiasi
untuk menciptakan win and win solution.

22 Laecit, Wirawan, 2009: 59
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Karakteristik Konflik Konstruktif dan Konflik Destruktjf

Berusaha menyelesaikan perbedaan
mengenai substansi konflik

Polarisasi perbedaan dan berkuran gy
kerjasama

Berhasil mendefinisikan dan mengklarifikasi
permasalahan konflik

Konflik tidak berpusat pada substansi
konflik

Komunikasi dan negosiast intensif untuk
menjelaskan posisi masing-masing

Perilaku merendahkan lawan konflik, e
mengancam, dan kon rontasi

Berupaya mengendalikan emosi, marah,

Ketegangan, kekhawatiran, stres, dan agres

kekhawatiran, dan stress
Negosiasi give and take

s _r o —
Negosiasi minim

Spiral kenflik mengerucut ke arah kompromi
atau kalaborasi

Terjad| spiral konflik yang semakin
membesar dan meninggl

Berupaya menca ri win and win solution yang
memuaskan kedua belah pihak yang terlibat

konflik

Gaya manajemen konflik kempetlsi dan
menginginkan win and lose solution

2.2.6.

Proses Konflik

Konflik merupakan proses yang berawal dari adanya sesuary

sebagai penyebab, sampai terjadinya solusi®®, Alur proses konflik
terdiridari beberapafase, yaitu:

d.

Penyebab Konflik, pada fase ini proses penyebab konflik
terjadi. Sebagai contoh, perbedaan tujuan terjadi atau tujuan
sama tetapiterjadi perbedaan cara untuk mencapainya.

Fase Laten atau fase tidak terlihat, dimana perbedaan
pendapat telah terjadi, saling berbeda tujuan dan saling
melaksanakan tugas yang berbenturan atau saling terkait.
Akan tetapi, pihak-pihak yang terlibat konflik diam saja dan
belum mengekspresikannya. Masing-masing pihak mungkin
belum menyadari terjadinya konflik, masih menahan diri,
ataubelum menganggap hal tersebut sebagai konflik.

Fase Pemicu, pada fase ini salah satu pihak atau kedua belah
pihak telah mengekspresikan pertentangan mereka. Ekspresi
itu merupakan kejadian pemicu (triggering event) yang

) 1hid, 123
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memicu terjadinya konflik secara terbuka. Ekspresi
pertentangan dalam konflik berupa sikap, perilaku dftn
dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis.
pengekspresian ini membuat konflik menjadi terbuka dan
menyadarkan masing-masing pihak akan terjadinya konflik.
Dialog mengenai konflik mulai terjadi. Masing-masing pihak
mencari asal-usul konflik, menentukan posisinya dalam

konflik dan menentukan strategi untuk menghadapi lawan
konfliknya.

Fase Eskalasi, dimana jika fase pemicu konflik tidak
terselesaikan, konflik semakin lama akan semakin membesar.
Perbedaan pendapat makin tajam hingga masing-masing
pihak yang terlibat konflik akan mengalami frustrasi, karena
tidak dapat mencapai tujuannya akibat terhalang oleh lawan
konfliknya. Masing-masing pihak mengembangkan polarisasi
‘kita melawan mereka atau saya melawan dia’. Terjadilah
spiral konflik yang semakin lama semakin membesar
sehingga semakin menjauhkan jarak diantara pihak-pihak
yang terlibat konflik. Sikap negatif terhadap lawan ko nfliknya
akan semakin membesar. Masing-masing pihak merasa hanya
dirinyalah yang benar dan lawannya yang salah. Kekuasaan
mulai digunakan untuk mendesak posisilawannya.

Fase Krisis, jika fase eskalasi tidak menghasilkan solusi,
konflik meningkat menjadi fase krisis. Ciri-ciri fase krisis
antara lain sebagai berikut:

- Konflik membesar dan seringkali melibatkan pihak
lainnya yang memihak salah satu pihak yang terlibat
konflik. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat
konflik berupaya memperbesar kekuasaannya dengan
mencari teman.

- Perilaku pihak yang terlibat konflik tidak terkontrol

karena masing-masing pihak yang terlibat konflik menjadi
FEMTTAAN ﬂlLIIl_!_lDr_lNll_lMl_l__ﬂ_l WANUPATEN TANAH BUMEL 1018
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irasional dan emosional. Kebencian, kemarahan daj
dorongan untuk mengalahkan lawan akhirnya menguas;;
pikiran serta perasaan mereka.

Norma dan peraturan sudah tidak berlaku karena masing.
masing pihak menafsirkan norma dan peraturan untuk
memperkuat posisinya dalam konflik.

Salah satu pihak yang merasa kuat melakukan agres;,
Bentuk agresi bisa verbal, tertulis maupun fisik atau dalam
bentuk sabotase -merusak sesuatu yang berhubungan
dengan lawan konflik. Apabila pihak lawannnya juga
merasa mempunyai kekuasaan dan kekuatan, maka akan
membalasnyadengan agresi.

Pihak yang terlibat konflik berusaha menghancurkan
lawannya dan memenangkan konflik dengan konsekuensi

apapun.

Pada fase ini mungkin terjadi salah satu fenomena berikut:

Diantara kedua belah pihak yang terlibat konflik, tidak ada
pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah.
Keduanya akan kehabisan energi. Konflik akan berhenti
sementara dan kemungkinan akan terjadi kembali di

kemudian hari,
Terjadi solusi dengan cara mengatur sendiri atau melalui
intervensipihak ketiga.

Fase Pasca Konflik, dalam fase ini bisa terjadi beberapa
kemungkinan, antaralain:

Hubungan diantara pihak-pihak yang terlibat konflik
sedikit demi sedikit kembali normal dan harmonis.
Keadaan ini terjadi jika resolusi konflik menghasilkan win
and win solution sehingga kedua belah pihak merasa puas.
Apabila solusi ini diikuti dengan kembalinya saling
membutuhkan dan saling percaya, maka hubungan akan
menjadi harmonis kembali.
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pihak yang terlib
salah satu p
konflik tidak puas terhadap
ka sudah terikat dengan

at konflik tetap

Hubungan diantara
% o § edua
regang. Hal ini terjadi jika ihak atau K
belah pihak yang terlibat
solusi konflik, walaupun merc

solusi konflik.

* %
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(2.3)

Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan yang kadang
tidak dapat dihindari. Konflik sosial umumnya bersifat negatif,
karena ada kecenderungan antara pihak-pihak yang terlibat untuk
saling bertentangan dan berusaha saling meniadakan atau
melenyapkan. Dalam hal ini yang bertentangan dianggap sebagai
lawan atau musuh, Di sinilah letak perbedaan konflik sosial dengan
rivalitas atau persaingan. Meskipun dalam rivalitas terdapat
kecenderungan untuk mengalahkan, namun tidak mengarah pada
salingmeniadakan saingan atau kompetitor.

Dalam sosiologi, konflik sosial disebut juga pertikaian atau
pertentangan. Pertikaian adalah bentuk persaingan yang
berkembang secara negatif. Hal ini berarti satu pihak bermaksud
untuk mencelakakan atau berusaha menyingkirkan pihak lain.
Dengan kata lain, pertikaian merupakan usaha penghapusan
keberadaan pihaklain.
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Menurut Soekanto®*, pertentangan, pertikaian atau konflik
sosial adalah suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok
manusia, guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak
lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu, konflik
sosial diidentikkan dengan tindak kekerasan.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial, disebutkan bahwa konflik sosial adalah
perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dug
kelompok masyarakat atau lebih, yang berlangsung dalam wakty
tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidak
nyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas
nasional serta menghambat pembangunan nasional.

2.3.1.Penyebab Konflik Sosial

Menurut Dahrendorf %, penyebab konflik sosial dibedakan
menjadi empat macam, yaitu:

a, Perbedaan Antar Orang

Pada dasarnya setiap orang memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Perbedaan itu mampu menimbulkan konflik
sosial. Perbedaan pendirian dan perasaan setiap orang, dirasa
sebagai pemicu utama dalam konflik sosial. Dari pemberitaan
di media massa, banyak pertikaian terjadi karena rasa
dendam, cemburu, iri hati dan sebagainya. Banyaknya
perceraian keluarga merupakan salah satu bukti perbedaan
prinsip mampu menimbulkan konflik. Umumnya, perbedaan
pendirian atau pemikiran lahir karena setiap orang memiliki
cara pandang berbeda terhadap masalah yang sama.

29 gaekanto, Soejono, 1989, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press.
2%) pahrendorf, Ralf, 1988, The Modern Social Conflict: An Essay on The Politics of
Liberty, Los Angeles: University of California Press.
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Perbedaan Kebudayaan

yang melekat pada seseorang mampu

Kebudayaan
kebudayaan

memunculkan konflik manakala kebudayaan-
tersebut berbenturan dengan kebudayaan lain. Padé
dasarnya, pola kebudayaan yang ada memengaruhi
pembentukan serta perkembangan kepribadian seseorang.
Oleh karena itu, kepribadian antara satu individu dengan
individu lainnya berbeda-beda.

Contoh, seseorang yang tinggal di kawasan pegunungan
berbeda dengan seseorang yang tinggal di pantai. Perbedaan
kepribadian itu, tentunya membawa perbedaan pola pikir dan
sikap dari setiap individu yang dapat menyebabkan
terjadinyapertentanganﬂntarkelompokmanusia‘

Bentrokan Kepentingan

Umumnya kepentingan merujuk pada keinginan atau
kebutuhan akan sesuatu hal. Seseorang mampu melakukan
apa saja untuk mendapatkan kepentingannya, guna mencapai
kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, apabila terjadi
benturan antara dua kepentingan yang berbeda, dapat
dipastikan akan muncul kenflik sosial.

Contoh, benturan antara kepentingan buruh dan pengusaha.
Kepentingan buruh adalah mendapatkan gaji setiap bulannya.
Namun, berkenaan dengan meruginya sebuah perusahaan,
maka pihak manajemen enggan memenuhi kepentingan
buruh. Akibatnya, konflik baru terbentuk antara majikan dan
buruh. Buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja
menuntut perusahaan tersebut.

Perubahan Sosial
Perubahan sosial yang berlangsung cepat, untuk sementara
waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
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Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendirian anta,
golongan dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Situas;
dan kondisi ini mampu memunculkan konflik baru. Misalny,
semakin maju dan tinggi teknologi, para ahli pun berusah,
melibatkan balita untuk ikut menikmati teknologi tersehyt
yang tentunya bermanfaat bagi perkembangan intelcktual
bayi. Karena alasan itu, dibuatlah baby channel yang
menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat,

2.3.2.Macam-Macam Konflik Sosial

Menurut Dahrendorf'®® macam-macam konflik sosial terdir

darilima, antaralain:

Konflik Pribadi

Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain,
Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka
terhadap orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan
benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong orang
tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan
pihak lawan. Pada dasarnya konflik pribadi sering terjadi
dalam masyarakat,

Konflik Rasial

Konfilk rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki
keragaman suku dan ras. Lantas, apa yang dimaksud dengan
ras?. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan
ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung,
warna kulit, dan warna rambut. Secara umum ras di dunia
dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid,

28 1bid
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Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras-ras khusus. H‘|l ini
berarti kehidupan dunia berpotensi munculnya konflik Juga

jika perbedaan antar ras dipertajam.

Konflik Antar Kelas Sosial

Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu
yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan dan kekuasaan.
Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam
kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah dan
bawah.

Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaanyang besar
menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memﬂikl:
kekayaan dan kekuasaan, berada pada posisi bawah. Dari
setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta
kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak
dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu
memicu munculnya konflik rasial.

Konflik Politik Antar Golongan Dalam Satu Masyarakat
Maupun Antara Negara-negara Yang Berdaulat.

Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari kenflik sosial. Politik
adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani
suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan
di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada
saat menghadapi suatu masalah yang sama. Karena
perbedaan itulah, peluang terjadinya konflik antar golongan
terbukalebar.

Contoh, rencana undang-undang porno aksi dan pornografi
sedang diulas, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua
pemikiran, sehingga terjadi pertentangan antara kelompok
masyarakat yang setuju dengan kelompok yang tidak
menyetujuinya.
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Konflik Bersifat Internasional

Konflik internasional biasanya terjadi karena Perbedagy,
perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulﬂlan
negara yang saling berkonflik. Karena mencakup Suaty
negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh seluruh rakyay.
Pada umumnya, konflik internasional selalu berlanggy,
dalam kurun waktu yang lama dan pada akhirnya dapay
menimbulkan perang antar bangsa.

2.3.3.AkibatKonflik Sosial

Menurut Dahrendorf,'*” konflik sosial bisa berakibat, antarg

lain:

Bertambahnya Solidaritas Anggota Kelompok yang
Berkonflik.

Jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain,
maka solidaritas antar anggota kelompok tersebut akan
meningkat dan bertambah erat. Bahkan, setiap anggota
bersedia berkorban demi keutuhan kelompok dalam
menghadapi tantangan dariluar.

Jika Konflik Terjadi Dalam Suatu Kelompok, Akan Menjadikan
Keretakan dan Keguncangan Pada Kelompok Tersebut.

Visi dan misi dalam kelompok menjadi tidak dipandang lagi
sebagai dasar penyatuan. Setiap anggota berusaha
menjatuhkan anggota lain dalam kelompok yang sama,
sehingga dapat dipastikan kelompok tersebut tidak akan
bertahan dalam waktu yanglama,

*7) Ibid
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Berubahnya Kepribadian Individu.

Dalam konflik sosial biasanya membentuk opini yang
br:rbcda.misalnyaorangyangsctujudanmendukungkonﬂik,
ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pih:{k.
ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi konflik,
akan tetapi ada yang merasa tertekan, sehingga menimbulkan
penderitaan pada batinnya dan merupakan suatu penyiksaan
mental,

Keadaan seperti itu dialami oleh orang-orang yang lama
tinggal di Amerika Serikat. Sewaktu Amerika Serikat diserang
mendadak oleh Jepang pada Perang Dunia II, orang-orang
Jepang yang lahir di Amerika atau yang telah lama tinggal di
sana sehingga mengambil kewarga negaraan setempat,
merasakan tekanan-tekanan tersebut.

Kondisi ini mereka alami karena kebudayaan Jepang masih
merupakan bagian dari hidupnya dan banyak pula
saudaranya yang tinggal di Jepang. Sehingga mereka pada
umumnya, tidak dapat membenci Kerajaan Jepang seratus
persenseperti orang-orang Amerikaasli.

Hancurnya Harta Benda dan Jatuhnya Korban Jiwa.

Setiap konflik yang terjadi umumnya membawa kehancuran
dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini
dikarenakan masing-masing pihak yang berkonflik, akan

mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan
pertikaian.

Oleh karena itu, tidak urung segala sesuatu yang ada disekitar
menjadi bahan amukan, Peristiwa ini menyebabkan
penderitaan yang berat bagi pihak-pihak yang bertikai.
Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa, wujud
nyatadariakibat konflik.
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Akomodasi, Dominasidan Takluknya Salah Satu Pihak,

Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatyy,
seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodag
menunjuk pada proses penyesuaian antara individu denggy,
individu, individu dengan kelompok, maupun kelompgy
dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atay
mengatasi ketegangan dan kekacauan.

Ketidak seimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang
mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap
lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi, sebagai pihak
yang takluk terhadap kekuasaan lawannya,
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Teknik Pemetaan Konflik

Dalam melakukan pemetaan konflik, diperlukan teknik yang
terstruktur sehingga mudah untuk melakukan pemetaan,
khususnya konflik di suatu daerah. Adapun teknik pemetaan yang
digunakan adalah teknik SIPABIO®? yaitu singkatan dari Source,
Issue, Parties, Attitude, Behavior, Intervention,dan Qutcome.

a.  SumberKonflik (Source)

Konflik yang disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda
yang melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda. Hal ini bisa berasal
dari model hubungan sosial dalam analisis konstruksi sosial. Nilai-
nilai seperti suku, agama, budaya, latar belakang ekonomi yang
berbeda, yang bisa memiculahirnya sebuah konflik.

= Amr, Abdalla, 2009, Understanding C.R SIPABIO: A Conflict Analysis Model,
Virginia USA: The Graduate School of Islamic and Social Sciences.
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b.  Isu(lssuc)

Adanya tujuan-tujuan yang tidak sejalan antara dug pihak
vang menycbabkan terjadinya pertikaian. Isu ini bisa terjadj ole),
semua pihak, yang sebelumnya tidak diketahui tentang sumber.
sumber konflik yang sedang terjadi.

c. Pihak-Pihak yang berkonflik (Parties)

Pihak yang berkonflik merupakan kelompok yang
berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang
langsung berhubungan dengan kepentingan, maupun pihak konfljk
sekunder yang tidak secara langsung berhubungan dengan
kepentingan serta pihak tersier yang sama sekalj tidak
berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini acap
kali dijadikan sebagai pihak yang netral untuk melakukap
intervensiterhadap konflikyang sedang berlangsung.

d.  Sikap (Attitudes)

Yaitu perasaan, persepsi, paradigma, cara berpikir,
pandangan yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap itu bisa
saja berbentuk hal yang baik dan positif, ataupun sebaliknya yaity
tidak baik dan negatifbagi konflik.

e.  Perilaku(Behavior)

Perilaku yang dimaksud merupakan aspek tindakan sosial
dari pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku itu dapat muncul berupa
tindakan yang memaksa dalam situasi konflik dan dapat juga
muncul berupa tindakan yang bersifat persuasif.

f. Intervensi (Intervention)

Intervensi yang dimaksud disini adalah adanya campur
tangan atau adanya kekuatan dari pihak lain yang tidak berkonflik.
Pihak lain adalah pihak netral yang berupaya terlibat dalam
penyelesaian konflik.

FEME TALN WILAFAH POTENS) DONT LI B KEBLPATEN TANAH RUMBU 2016
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Hasil Akhir {Outcome) |
Hasil akhir dari suatu konflik atau dampak apa S,aj.n yang;
terjadi, sebagai akibat dari terjadinya konflik. Dampa'li( ini dapan
ituasi yang terjadi pasca penyelesaian konflik ataupu

B

herupa s
pascaterjadinya konflik.

- - &
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Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan
metode kualitatif dapat ditunjukkan tentang kehidupan
bermasyarakat, bernegara, sejarah, tingkah laku, pergerakan sosial
dan hubungan kekerabatan. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa
metode penelitian digunakan untuk menemukan dan memahami
apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala

merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami‘®.

Bodgan dan Taylor mengatakan bahwa metode penelitian
kualitatif memungkinkan peneliti untuk membuat dan menyusun

konsep-konsep yang hakiki, yang tidak ditemukan dalam metode
yanglainnya®®®,

** Strauss & Corbin.Basics of Qualitative Research :Graouded Theory Procedures
and Techniques (Newbury Park : Sage publication, 1990).

**! Bogdan, Robert dan Taylor, Steven ). Metode Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian
(Surabaya: Usaha Nasional, 1993).
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Selain itu, penelitian kualitatif sangat sesuai dengan tipe-tipe
informasi. Yaitu untuk memahami makna yang mendasari tingkal,
laku partisipan, deskripsi latar dan interaksi yang kompleks,
memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus Yyang
mendalam dan rinci, mendiskripsikan fenomena yang terjag;
dengan sejelas-jelasnya, terfokus pada interaksi dan proses-proseg

yang mereka gunakan.

Sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, penelitian inj juga
dirancang secara luwes. Lincoln dan Guba menyebutnya sebaga;
emergent design®?, sehingga rancangannya dapat berkembang dap
terbuka sesuai dengan kondisilapangan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan
social mapping (pemetaan sosial), yaitu metode penelitian yang
menghasilkan data kualitatif berupa ucapan atau tulisan dap
perilaku orang-orang yang diamati. Pemetaan sosial di sinj
dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dan
interaksi antar manusia, dalam konteks masyarakat atau komuniti
yang bersifat abstrak, yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan
pemahaman terhadap lingkungan dan berfungsi untuk mengatur
tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu
sebagaianggota suatu masyarakat.

Oleh karenanya, pemetaan sosial ini harus mencakup lebih
dari seorang individu. Berarti terdapat hak dan kewajiban dari
masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan yang
lainnya. Dalam konteks ini, manusia diatur hak dan kewajibannya
dalam sebuah arena yang sering disebut sebagai status, bagaimana
individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa
yang telah ada dalam perangkat pedoman sebagai acuan®?,

Y Lincoln and Denzin, Norman ed. Handbook Of Qualitatif Research, second
edition (London: Sage Publication, 2002), Him. 44,

*2) Rudito, Bambang dan Meloa Famiola, Social Mapping Metade Pemetaan Sosial
(Penerbit Rekayasa Sains) Hal. 32-33
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Desain kualitatif memiliki derajat asumsi subjektif tentang
hakikat pengalaman nyata dari tatanan sosial dan politik,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Edmund Husserl yang
menyebutkan bahwa sebuah pengetahuan selalu berpijak pada
yang eksperiensial (bersifat pengalaman) dari fenomena-fenomena
yang menyertainya. Husser] berpendapat bahwa, kesadaran
manusiasecara aktif mengandung objek-objek pengalaman. Dengan
menggunakan desain kualitatif dengan metode social mapping, akan
dapatmencermati pemetaan potensi konflik di sebuah wilayah.

pPenelitian ini menggali dan memberikan pemetaan terhadap
potensi konflik di Kabupaten Tanah Bumbu. Penyebab terjadinya
konflik dan hal apa saja yang memungkinkan menjadi potensi
konflik di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Fakta bahwa konflik sosial pada masyarakat pluralis seperti
Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi sebuah dinamika yang tidak
dapat dibiarkan begitu saja. Pemetaan terhadap potensi konflik
menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah daerah untuk
melakukan penelitian secara komprehensif.

Oleh karena itu, desain kualitatif dengan metode social
mapping akan sangat membantu untuk melakukan pemetaan
potensi konflik dan resolusi kenflik yang terjadi Kabupaten Tanah
Bumbu.

* ¥ %
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Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua macam data yang dibutuhkan,
yakni data primer dan data sekunder. Tetapi sebelum
mengumpulkan data primer dan sekunder, terlebih dahulu
dilakukan observasi untuk mengetahui dan memahami lokasi serta
subjek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung
diperoleh dari informan dengan melakukan wawancara mendalam
(indeptinterview).

Informan itu sendiri terdiri dari dari beberapa unsur, yaitu:

Tokoh Masyarakat dari berbagai kecamatan,

Tokoh Agama,

Tokoh Adat,

Pemerintah daerah, antara lain Kesbangpol, Dinas Pertanian,

Dinas Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PMD
serta Kementerian Agama,

Pt Iy
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Anggota DPRD,
Penyelenggara Pemilu,
Aparatpenegak hukum,
Pengamat politik lokal yang dianggap kompeten dalam Kajiap,
ini,dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

®Nown

0

Data sekunder berasal dari studi literatur dengan menggy);
informasi melalui dokumen-dokumen, seperti dokumen y,y,
berhubungan dengan gambaran umum informasi kebijakan pupyj,
dan pemetaan potensi konflik di Tanah Bumbu tahun 2015.

Selain itu data juga diperoleh dari dokumen yang
berhubungan dengan hasil penelitian sebelumnya. Bahap
tambahan, diambil dari dokumen-dokumen yang diperoleh day
penelusuran melalui internet, pada akun-akun yang dapa;
dipertanggung jawabkan.

ok #
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Teknik Pengumpulan
dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
wawancara mendalam kepada para informan menggunakan
pedoman wawancara. Teknik penetapan informan dilakukan
dengan cara snowball sampling. Artinya, peneliti menetapkan
terlebih dahulu beberapa informan kunci, selanjutnya informan
yang berikutnya akan diwawancarai mengalir sesuai dengan
informasi yang didapat dari informan kunci awal.

Selain itu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian
ini adalah dengan cara Foccus Group Discussion (FGD). Yaitu
mengumpulkan para tokoh kunci di masyarakat untuk dimintai
pendapat atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan
kelengkapan data penelitian.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan relevan
dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan
pendekatan analisis kualitatif dengan metode social mapping dalam

PEMETAAM WILAYAM POTENSI EONFLIK O KARUPATEN TANAKH BUMBU 3016
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menganalisis dan menjelaskan pemetaan potensi konfjik secy
terperinci metode analisis data yang digunakan adalah dengy,
prosedur atau prosesberikutini:

Pertama, Pemberian Nama Fenomena, yaitu setiap Penelj,
dapat menghitung data mentah, namun agar cukup berart Mak,
dibutuhkan konseptualisasi data sebagai langkah awal analisig
Melalui konseptualisasi data, maka suatu peristiwa telah dltetapka
secara kongkret, ide, atau peristiwa, nama, sesuatu yang mewﬁkﬂi
fenomena.

Kedua, Kategori Penemuan, yaitu pada awalnya akan ha"yak
konsep yang masuk selama proses wawancara. Untuk itu konsep ini
harus dikategorikan atau dikelompokkan. Proses Dﬂnge]c)m]-n;;kkarl
konsep-konsep tersebut tampaknya juga menyingggung fenomep,
yang sama, yaitu “mengkategorikan”. Fenomena itu diwakilj oleh
sebuah kategori yang diberi nama konsep, tetapi nama ini |ebj
abstrak dari yang diberikan pada konsep-konsep yang
dikelompokkan menurut fenomena. Kategorisasi mewakj)
kekuatan konsep, sebab kategori itu mampu untuk memenyp;
kelompok-kelompok konsep atau sub-sub kategori.

Ketiga, Pemberian Nama suatu Kategori, yaitu setelap
ditetapkan kategori yang dipakai, maka akan sangat penting untuk
menggunakan pemberian nama dari kategori-kategori tersebut,
Untuk menamakannya, maka sumber penting yang didapatkan
adalah melalui kata-kata dan kalimat yang dipergunakan sebagai
sumber informasi yang mudah di ingat dengan segera mengenai
penjelasan gambaran anda kepada mereka. Istilah yang seringkali
dipakai dalam metode ini disebut dengan kode “in vivo"®*

* % %

) Loc.cit, Strauss & Corbin, hal, 65-72
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Lokasi N
dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu
yangterdiridari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu:

Kecamatan Kusan Hilir
Kecamatan Sungai Loban
Kecamatan Satui
Kecamatan Angsana
Kecamatan Kusan Hulu
Kecamatan Kuranji
Kecamatan Batulicin
Kecamatan Karang Bintang
Kecamatan Simpang Empat
0. Kecamatan Matewe

D DN O 0N e

Penentuan lokasi penelitian berdasarkan permintaan
pemerintah daerah yang menyesuaikan dengan kondisi riil
Kabupaten Tanah Bumbu. Juga berdasarkan pertimbangan
representatif pemetaan konflik tahun sebelumnya.
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Penelitian ini dilaksanakan pada tahun anggaran .‘iuplembnr
2016 hingga Juli 2017, penelitian ini berlangsung selamg 1
(sebelas) bulan. Diawali dengan data pendukung pemetaan ku“rﬁk
tahun 2015. Pengambilan data baik primer maupun sekuyg,,
berlangsung cukup lama, sebagaimana tergambar dalam Tabel 3,;

berikutini:

JADWAL KEGIATAN DAN TAHAPAN PENELITIAN

2016

017

L4 ] KOMPONEXR KEGIATAN - I G} I Y L._. "‘1

8y

L PERSIAPAN TIM

1. Pengurusan Administrasi X

2. Konordinasi Tim CEPP X| X

3. Penvusunan Instrumen Penelitian X

4, Tim ke Lokasi Penelitian X |Xx

n PELAKSANAAN PENELITLIAN

1. Pengumpulan Data X [xf x

2, Analiza Data

3. Monitoring Evaluasi

3. Penyusunan Draft Laporan

4. Seminar

NL | PEMBUATAX LAFORAN AKHIR

Tabel 3.1. Timeline Penelitian
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Pelaksanaan .
dan Sumber Pembiayaan

penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kab Tanah Bumbu dengan
Universitas Lambung Mangkurat di bawah Center for Election and
Political Party University Link (CEPP ULM). Penelitian ini
menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah
KabTanah Bumbutahun Anggaran 2016.

CEPP ULM merupakan pusat kajian yang berdiri pada tahun
2013 dan berada dibawah naungan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat,
Banjarmasin. CEPP ULM bergerak di bidang kajian kepemiluan, isu-
isu politik, isu-isu sosial dan isu-isu pembangunan.

LR
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Luran Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa Pemetaan
Wilayah Potensi Konflik di Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini
juga akan merekomendasikan beberapa resolusi konflik terkait
potensikonflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
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Kendala Penelitian

Kendala yang dihadapi selama proses penelitian ini antara

lain:

1. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga dalam
proses pengumpulan data tidak bisa dilakukan dengan
cakupan seluruh desadi tiap kecamatan.

2. Adanya kekhawatiran warga dalam menyampaikan informasi

terkait keamanan, hal ini dikarenakan tema penelitian ini
adalah tentang konflik yang dipandang sensitif untuk
dibicarakan.
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Sistematika
Penulisan

Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai
berikut:

[

|
Il
v
v
Vi
VIl

Pendahuluan

Tinjauan Pustaka

Metode Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Persebaran Potensi Konflik
Pemetaan Wilayah Potensi Konflik

Penutup

* % x
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GAMBARAN UMUM
LOKASI PENELITIAN
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Penjelasan Umum

Kabupaten Tanah Bumbu adalah satu dari 13 kabupaten di
Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di ujung tenggara Pulau
Kalimantan. Sebelumnya kabupaten ini termasuk dalam wilayah
Kabupaten Kotabaru.

Tanah Bumbu resmi memisahkan diri dari Kotabaru pada
tahun 2003, tepatnya pada tanggal 8 April, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak diantara
2°52' - 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' - 116°04" Bujur Timur.
Kabupaten Tanah Bumbu berbatasandengan;

Sebelah Utaradan Timur : Kabupaten Katabaru.

Sebelah Selatan : Laut]awa,
Sebelah Barat : Kabupaten Banjardan Tanah Laut.
PLMETARN WILATAM POTLNS] ONFIE D1 KABUPATEN TANAR BUMMs 3516
71

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

CEPP - ULV

“pkimg s W) b @1 g™

Ibukota Tanah Bumbu terletak di Kota Batulicin, “‘F’ﬂlny-,
Kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama Desy pnn(1
Butun. Adapun yang menjadi sentra kegiatan usaha dan ckong

adalah Kecamatan Simpang Empat, yang dulunya “‘L"‘lpal( ]

bagian dari Kecamatan Batulicin.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 10 kecamatan, yaity Kusg,

Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Karang B‘“hng
Simpang Empat, Mantewe, Kuranji dan Angsana. Lima ke““‘ﬂlnn
terakhir yang disebutkan adalah hasil pemekaran Pad,

pertengahan 2005 lalu.

LR
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Luas dan Batas Wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah 5.076,14 km?
(506.714 Ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan
Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang
mencakup 31,76 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah
Bumbu.

Sebaliknya, Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil
mencakup 2,18 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah
Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, Simpang Empat,
Angsana, Batulicin, Karang Bintang dan Kuranji.

Luas wilayah dan kepadatan penduduk per kecamatan di
Kabupaten Tanah Bumbu dapatdilihat padatabel berikutini:

FUMETAAN WILATAR POTING RORFLIE Df EABUSATIN FANAH BUMAY 1015
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Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per ch"m-.
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 atay,

Luas A}mn Ju:;ﬂnh Ren
Km % Penduduk a0
No Kecamatan (Km’) prhicss “iwa;,::::
1 | Kusan Hilr 401,54 7.92 ‘21?,349 ml
2 | Sungai Loban 358,41 1??.[;?0 591023 -—Q
3 | Satui 876,58 ; J ﬁ?lq'
4 | Angsana 151,54 2,99 ;EESL_M
5 | Kusan Hulu 1,609,39 31,76 _.34?____ m
6 | Kuranji 110,42 2,18 :g .;ga 92.5:
i 374 7
7 | Batulicin 127,711 2,52 )
2
8§ | Karang Bintang 118,02 2,33 18.594 m
9 | Simpang Empal 302,32 597 80.830 T
10 | Mantewe 1.011.21 19,96 19.746 "‘%
Tanah Bumbu 5.067,14 100,00 315.815 ""“sm
Kalimantan Selatan 37.530,52 13,50 - "“"‘:-..._\

Tabel 4.1. Sumber: Buku Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2015

Kemudian luas areal di Kabupaten Tanah Bumbu menypy,
penggunaan tanah adalah sebagai berikut:

Luas Areal Menurut Penggunaannya
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

No Penggunaan Lahan Luas Areal (Ha) Persentass
1 Kampung 7.831 1,54
2 Industri B20 0,16
3| pertambangan 1.600 032 |
4 | Sawah 14.600 2,88
5 Pertanian 1.810 0,36
& | kebun Campuran 40.321 7,95
7| Perkebunan 42.380 8.36
g Padang (Semak, Alang, Rumput) 65.439 12,91
8 | Hutan 319.470 63,01
10 | Perairan Darat 932 0,18
11 | Tanah Terbuka 98 0.02
12 [ Lain-lain 11.700 2,31
jumlah 507.001 100

Tabel 4.2. Sumber : Buku Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2015

PEMETALN WILKTA POTINS) KOMFLIK D EARUPATEN TANAH BLitBY 1016
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Kependudukan

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk
Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 267.929 jiwa yang tersebar di
10 kecamatan. Konsentrasi penduduk berada di Kecamatan
Simpang Empat, Satui dan Kusan Hilir.

Tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah
penduduk Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 325.115 atau naik
sekitar 2,94 persen.

Kota terbesar yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu
berdasarkan kepadatan penduduknya adalah Batulicin di
Kecamatan Simpang Empat. Kemudian di ikuti kota-kota lainnya
seperti Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir dan Sungai Danau di
Kecamatan Satui.

Adapun jumlah penduduk dan laju pertumbuhan pendudul
apabila dilihat berdasarkan kecamatan masing-masing adalal
sebagai berikut:

FEMETAAN WILATAH POTENSI DONFLIE 01 RASUPATEN TANAH BUMBL 2916
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Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana mby Kemudian berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan
Tahun 2015 . o
rasiojeniskelaminditiap-tiap kecamatan:
—— Laju i’em
Penduduk &
Kecamatan Jumlah penduduk (ribu) Fad uw‘:]"'fahun .
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
2010~ 2013 menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu
2010 2014 2015 2015 2015 Tah
4 (5) ahun 2015
—T (2) (3 (4) 13
7 | Kusan Hilir 42,681 49,349 50,649 3.48 e =g Rasio Jents
7 | Sungailoban 19,007 21,999 22,583 3.51 243 Kecamatan Jenis Kelamin (ribu) Kelamin
7 Satui 49,689 59,081 61,030 424 33 Laki-Laki | Perempuan Jumlah
r Angsara 16,462 19,097 19.613 3156 _—2-,:'5""- (1) (2) (3) ) (5)
T | Kusan Hulu 17878 | 20547 | 21,048 332 243 1| Kusan Hilir 26,182 24,467 50,649 107.01
r Karan) 5792 | 10198 [ 10476 357 | Ty 7 | Sungailoban | 11916 10,667 22,563 1171
7 Bawticin Ti966 | 16374 | 16862 384 | 3 Satui 32,968 28,062 61,030 117.48
- __'-:'In-.__.
Karang Bintang | 16007 18,594 19,108 3.61 276 4 Angsana 10,468 9,145 19,613 114.47
5 | SimpangEmpat | G804z [ 80830 | B3ATS il 327 175 | Kusan Hul 11212 9,836 21,018 113.99
==l
10 Manlewe 17057 | 19746 20,271 351 266 6 Kuranji 5,605 4871 10,476 115.07
Tanah Bumbu | 269,581 | 315815 | 325,115 A 9 7 Batulicin 8,875 7,987 16,862 111.12
o — i
8 | Karang Bintan 10,284 8,824 19,108 11655
Tabel 4.3. Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesio 2010-2015 & 6
9 | Simpang Empat 40,912 42,563 Hi475 96.12
10| Mantewe 10,945 9,326 20,271 117.36
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa laju Tanah Bumbu 169,367 155,748 325.115 108.74

pertumbuhan penduduk tertinggi di tahun 2014 - 2015 adalahd

Tabel 4.4, Sumber: Praoyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015
kecamatan Simpang Empat, yaitusebesar 3,27%.

PEMETAAN WILAYAN POTEWS] £OMFLIC DI KABLPATEN TARAR BUMBL 2016
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Selanjutnya berikut ini adalah tabel jumlah pemludu} e ferep it e
berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di KﬂbllpatenTana}; palam melihat persoalan kependudukan, maka tidak dapat
Bumbu. Jepas dari persoalan pembangunan manusia beserta komponen-
komponen yang tercakup di dalamnya seperti yang disajikan pada
Jumlah Penduduk tabel berikut:
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
: . - Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya
Kelompok Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu
Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah Tahun 2015
(1 ) ©) @) " Y . )
indikator 2013 2014 2015 Satuan,
0-4 19,623 19,069 38,692 Unit
1 2
59 16900 16,065 32965 - I R I I I
Angka H 68,55 68,66 68,76 &
10-14 14,350 13,680 28,030 gl i Rl il el G
15-19 13523 12,952 26 4?5__—-- 2. | Harapan Lama 10,37 10,73 10,24 10,95 11,20 11,42 Persen
" ! 2 Sekolah (EYS)
20-24 14,031 14,070 28,101 | 3, | Ratallama 669 |677 |04 721 1726|738 Tahun
Sekolah
25-29 16,261 15,206 31,467 N 4. | Pengeluaran 10602 | 10.611 | 10619 |106228 |10.697 | 10781 | Ribu
Perkapita Rupiah
30-34 15,352 13,993 29,345 ] disesuaikan
64,98 A iy
35.39 14,092 12,537 26,629 S, | 1w » 65,59 66,13 66,51 66,94 67,58
1PM
30-44 12.298 10,379 22.677 G | Parnuat
45-49 9,830 8225 18085 Dalam Provinsi | 4 ) a a 5 5
Nasional
50-54 7,704 6,661 14,365 by | Fasees
55-59 5,994 4,889 10,883 Tabel 4.6
60-64 4,067 3,064 7,131
65+ 5,342 4,928 10,270
Jumlah 169,367 155,748 325,115
Tabel 4.5
PEMETALK WildTaH POTENS! KOMFLIK DY KABURATEM TANAH BUMEL 3518 PEMETASM WiLAYAK POTERS| KORFLIK Df KARUPATEN TA%4H BUMEL 2016
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Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu di
dominasi oleh bidang pertanian, perkebunan dan perikanan yaitu
sebesar52,734.

Berikut tabel rincian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin :

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas

Menurut Jenis Kelamin
Lapangan Jenis Kelamin
Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah
1) (2) (3) (4]
1 38,970 13,764 52,734
2 15,836 1,162 16,998
3 3,684 1,574 5,258

FIWTTad FEMETALN WILAYAS POTENSI KONFLIK O1 CABUPATEN TANAH BUMBU 2016
N WILETAA !GTIN!l_IlUx!L'l DIRREUPATEN TaAWAH gL By 2016 |
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[ Lapangan Jenis Kelamin kg Bty e i i
Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan m
[ 4 0 0 TN
— 5 7,365 0 7363
6 13,224 15,686 73‘9170-\
7 4,133 0 A~
B 1,333 728 __2"'6'%"‘1"-\
9 11,808 9,928 21735~
Jumlah 96,353 42,842 1333‘;5\
Tabel 4.7. Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus N (4 3 5 )
Keterangan:
Pertanian, Perkebunan,dan Perikanan
Sektor Perkebunan

. Pertambangan dan Penggalian
. Industri Pengolahan

. Listrik, Gas, dan Air
Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagian besar tanah kering
di kabupaten ini dimanfaatkan sebagai area perkebunan.
Perkebunan tersebut meliputi perkebunan karet, kelapa sawit,
kelapa, dan komoditi perkebunan lainnya.

1

2

3

4

5. Bangunan
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel

7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi

8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan
9

. JasaKemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan
Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan unggulan di

Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dapat dilihat pada produksi kelapa

sawit pada tahun 2014 yang mecapai 1.040,9 ribu ton dan
- merupakan produksi tertinggi di atas karet (18,7 ribu ton), kelapa

(1.9ributon) dan komoditas perkebunan lainnya (0,2 ton).

Dilihat dari kepemilikan lahan, sebagian besar perkebunan
kelapa sawit dimiliki oleh perusahaan swasta besar. Pada tahun
2014, perusahaan swasta besar mampu memproduksi sekitar 629
ribu ton dibandingkan dengan perkebunan rakyat yang hanya
mampu memproduksi sekitar 412 ribu ton. Akan tetapi, produksi

PEMETAAN WILATAR POTERS KONFLIX D EABUPATEN FAN AN BUMBU 3014
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pada lahan kelapa sawit milik perusahaan besar cenderung lebiy
fluktuatifjika dibandingkan dengan perkebunan milik rakyat,

Jika kita melihat perkebunan yang dimiliki oleh rakyat mgy,
tiga kecamatan dengan lahan kelapa sawit milik rakyat terluas yaj,
Kecamatan Satui (8241 Ha), kemudian di Kecamatan Sungai Lob,,
(6010 Ha), dan Kecamatan Kusan Hulu (5375 Ha). Lalu, Kecamatg,
Simpang Empatdan Batulicin memilikiluas yang tersempit,

Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi
Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

No | Tanaman Perkebunan Luas Area (Ha)
TEM ™ Tua [/ Rusak Jumlah
1 | Karet 6.585 18.638 50 TR
2 | Kelapa sawit 13.790 57.579 10 71.379
3 | Kelapa hibrida - 100 - 100 |
2 | kelapa 408 2.797 90 3295 |
5 | Kepi 99 113 - 212 |
[ Kakao 27 38 15 80
7 | tlada 23 22 1 46
£ | Cengkeh - 4 2 3]
S | Kemiri 11 7 = 18
10 | sagu 32 42 3 77
L1 | Aren 6 23 - 23
12 | Vanili = m =
13 | Tebu = =
14 | pinang 11 10 s 21

Tabel 4.8. Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015

Dari tabel diatas terlihat hahwa kelapa sawit merupakan jenis
usaha perkebunan yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat
Tanzh Bumbu dengan luas areal 25.273 Ha, berada diatas usaha
perkebunan karet dengan luas areal 25.379 Ha. Hal tersebut sejalan
dengan tingkat produksi kelapa sawit yang lebih tinggi
dibandingkan produktivitas komoditi perkebunan lainnya.

* * ¥
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Kehutanan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbume
kawasan hutan, yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 per
keseluruhan wilayah. Kawasan hutan terbagi atas Hutan
dan Hutan Produksi, yang sebagian dapat dibudi dayakaz
sebarannya terletak dibagian utara dan barat laut da:
Bumbu.

Berdasarkan data administrasi pemerintah daerahs
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki enam lokasi K
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), masing-masing di:

Kecamatan Satui
Kecamatan Angsana
Kecamatan Sungai Loban
Kecamatan Mentewe
Kecamatan Kusan Hulu
Kecamatan Simpang Empat

o Nl Lo 1O
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pada lahan kelapa sawit milik perusahaan besar cenderung lebij,
fluktuatifjika dibandingkan dengan perkebunan milik rakyat,

Jika kita melihat perkebunan yang dimiliki oleh rakyat myy,
tiga kecamatan dengan lahan kelapa sawit milik rakyat terluas yaj,
Kecamatan Satui (8241 Ha), kemudian di Kecamatan Sungai Lobay,
(6010 Ha), dan Kecamatan Kusan Hulu (5375 Ha). Lalu, Kecamata,
Simpang Empat dan Batulicin memilikiluas yang tersempit.

Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komodit;
Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

No Tanaman Perkebunan Luas Area [Ha) o g—
TEM ™ Tua /Rusak [ Jumian

1 | Karet 5,585 18.638 50 25273
2 | Kelapa sawit 13.790 57.579 10 70375 ]
3 | Kelapa hibrida = 100 - 00 ]
4 | kelapa 408 1.797 50 3.29%
5 | Kopi 99 113 2, 212
6 | kakas 27 38 15 )
7 | Llada 13 22 1 46

E | Cenpheh - 4 2 3

8 | Kemiri 11 7 - 18

10 | Sagu 32 42 3 77

11 | &ren 3 23 - i)

12 | vanili - - .

13 | Tebu - .

14 | pinang 11 10 . 21

Tabel 4.8. Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015

Daritabel diatas terlihat bahwa kelapa sawit merupakan jenis
usaha perkebunan yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat
Tanah Bumbu dengan luas areal 25.273 Ha, berada diatas usaha
perkebunan karet dengan luas areal 25,379 Ha. Hal tersebut sejalan
dengan tingkat produksi kelapa sawit yang lebih tinggl
dibandingkan produktivitas komoditi perkebunan lainnya.

L
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Kehutanan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan
kawasan hutan, yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 persen dari
keseluruhan wilayah. Kawasan hutan terbagi atas Hutan Lindung
dan Hutan Produksi, yang sebagian dapat dibudi dayakan. Lokasi
sebarannya terletak dibagian utara dan barat laut dari Tanah
Bumbu.

Berdasarkan data administrasi pemerintah daerah setempat,
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki enam lokasi Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), masing-masing di:

Kecamatan Satui
Kecamatan Angsana
Kecamatan Sungai Loban
Kecamatan Mentewe
Kecamatan Kusan Hulu
Kecamatan Simpang Empat

Lot Gl i o o
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Tabel 4.9
Fungsi Kawasan Hutan KPHP Tanah Bumbu
S
FUNGSI
KPHP Tanah Bumbu Hutan Hutan e
Hutan Produksi Produks| JUMLAH
Lindung Terbatas Tetap
Resort Kphp Satui 14,525 70,035 84,560
Resort Kphp Kusan 4,191 9,909 72977 87,077
Resort Kphl Meratus 78,997 594 2,500 82,0017
Grand Total 83,188 25,028 145,512 253728
Sumber: kphptanahbumbuunitviblogspot.co.id. ( 4 7 )
Data upload 19 April 2016 =
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dar;
kawasan hutan di Tanah Bumbu merupakan hutan produksi, Perikanan
Kondisi tersebut membuat masyarakat Tanah Bumbu memiliki
kesempatan yang lebih besar dalam upaya pemanfaatan hasil hutan dan Kelautan

yang bernilai ekonomis. Hutan produksi berdasarkan
penggunaannya terbagi lagi menjadi dua yaitu hutan produksi
terbatas dan hutan produksi tetap dengan jumlah luasan lebih
besar. Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu
menjadikan sektor perikanan memiliki nilai yang cukup strategis
dalam peta perekonomian daerah maupun antar kabupaten. Semua
- kecamatan di Tanah Bumbu minimal memiliki salah satu potensi

perikanan (perairan laut, perairan umum dan budidaya).

Di tahun 2014, kecamatan yang memiliki tingkat produksi
perikanan terbanyak adalah Kusan Hilir yang mampu menyumbang
18.518,36 Ton. Sedangkan total produksi perikanan di Tanah
Bumbu sendiri sebesar 46.648,14 Ton. Dari jumlah itu, 88 persen di
antaranya merupakan produksi perikanan laut.

Usaha perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar
masih dilakukan secara tradisional. Dalam usaha penangkapan ikan,
areal penangkapan masih berada di wilayah 3 mil laut.
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanah
Bumbu berorientasi pada pembangunan kelautan perikanan secara

PLMETAAN WILATAH POTUNSEKONFLIK D KASUPATEM TANAN BUMBU 2018
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nasional, khususnya Bidang Perikanan Tangkap. Poteng;
penangkapan ikan laut sangat tinggi dengan garis pantai sepanjang
158,7 km yang terbentang dari Kecamatan Simpang Empat,
Batulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui. Dalap
rangka meningkatkan pendapatan nelayan dan keluarganya, fokys
pengembangan adalah melalui peningkatan produktivitas hasj)

tangkapan.
Tabel 4.10

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

No Kegiztan Perikanan Tangkap Jumlah (Ton)

1. | Perairan Laut 38.597,42

2. | perairan Umum 2.665,97
Jumlah 41.263,394

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi yang cukup
besar untuk pengembangan budi daya air tawar (kolam, keramba,
jaring apung) dan budi daya air payau (tambak), seperti terlihat
pada tabel berikut, dimana tingkat produktivitasnya mencapai
2.373,4ton.

Tabel 4.11; Jumlah Produksi Budi Daya Tahun 2015

No Kegiatan Budi Daya Jumlah (Ton)
1 | Tambak 1.414,5
2 | kolam 837,7
2 | Keramba 5,2 =
4 | Jering Apung 116
Jumlah 2.373.4 :

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Budi daya air tawar mencakup lahan seluas 6.092,92 Ha dan
sudah tergarap seluas 34,44 Ha. Sedangkan budi daya air payat
mencakup lahan seluas 13.098,00 Ha dan sudah digarap seluas
3.457 Ha. Potensi budi daya ikan air tawar terdapat di daerah aliran
sungai dan tandon/cekdam, dengan memanfaatkan sisi sungai yang
potensial untuk pengembangan budi dayaikan,

C
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Ekonomi

Selama empat tahun terakhir, sejak tahun 2011-2014,
perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami
perlambatan. Sempat mengalami pertumbuhan tertinggi hingga 7.9
persen di tahun 2011, kemudian di tahun-tahun berikutnyz
pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu terus menurun hingga 3.6
persen di tahun 2014. Meskipun secara nominal atas dasar harg:
berlaku dan konstan terus mengalami peningkatan, namun apabil:
dilihat penambahan nilainya atas dasar harga konstan mengalam.i

perlambatan mulai dari tahun 2012.

Pada tahun 2011, peningkatan nilai PDRB atas dasar hargi
konstan mencapai 838 milyar rupiah, kemudian tahun 2017
mencapai 719 milyar, dan seterusnya hingga tahun 2013 dan 201
terus menurun, masing-masing mengalami penambahan nils
sebesar 462 milyar dan 458 milyar rupiah, Penambahan nilai yat s
makin menurun ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonors

PUBETAAN WILAYAH POTENSIRONILIE D) KABUPATEN TANAH DUMBL 318

89

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

CEPP ULM..
Tanah Bumbu mengalami perlambatan selama empat tahy,
terakhir.

Salah satu mengapa hal ini terjadi adalah menurunnya I‘i"El‘ja

sektor pertambangan dan penggalian, yang merupakan sektq,
utama penopang terbesar perekon'olnlén Tanah Bumbu. Kinerj,
kategori pertambangan dan penggalian di Kabup.at.en Tanah Bump,
sesungguhnya sangat tergantung _Pada kondisi perekonomiy,
global, karena komoditas yang dihasilkan ad_a]ah batu bara sebag,;
Kkomoditas unggulan ekspor. Dengan kata lain, produksi batu bar,
Tanah Bumbu sangat tergantung pada demand di negara tujua,
ekspornya.

Negara tujuan utama ekspor batu bara adalah Tiongkok,
Jepang dan India. Kondisi perekonomian negara Tiongkok selam,
beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan, demikian jug,
India dan Jepang sehingga menyebabkan demand batu bara dari
negara tersebut mengalami penurunan.

Kelesuan ekonomi global yang mulai dirasakan di akhir tahun
2013 terus berlanjut sampai 2015, ikut memperparah kondisi
perdagangan Indonesia dan tentunya juga Tanah bumbu. Negara
destinasi ekspor sumber daya alam turut terimbas yang
berimplikasi pada penurunan kapasitas produksi sehingga bahan
bakudari Indonesia juga semakin susah diserap pasar dunia.

Lesunya pasar batu bara dunia juga diperparah dengan
eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara di negara lain yang
mendorong bergesernya kurva penawaran batu bara di pasar dunia
Dampak ekonominya tentu saja menjadikan harga batu bara di
pasarduniaterusmerosotakibat mekanisme pasar, Bahkan tercatat
harga batu bara mencapai titik yang cukup rendah yaitu sekitar 60
US $ / ton. Kondisi ini yang terus menerus menghantam kegiatan
pertambangan batu bara,

. "fe“”"“t para pelaku binis ini, dengan biaya produksi yan
tidak bisa ditekan sementara harga produk yang tidak bersainé
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menyebabkan banyak usaha pertambangan yang memilih untyk
tidak beroperasi. Beberapa perusahaan yang memiliki kontrak
jangka panjang, masih terbantu dan bisa beroperasi meskipun
dcnganmarginekonomiyangbisajadiscmakintipis.

Dilihat dari struktur ekonominya, kategori primer yaitu
Kategori pertanian dan kategori pertambangan dan penggalian
masih dominan sebagai penyumbang nilai PDRB di Kabupaten
Tanah Bumbu. Separuh lebih nilai tambah perekonomian
diciptakan dari dua kategori tersebut. Terlihat bahwa untuk
kategori primer, khususnya pertanian, mempunyai peranan sebesar
15,8 persen dan kategori pertambangan dan penggalian sebesar
46,1 persemn.

Dominasi yvang tidak seimbang ini menyebabkan
ketergantungan ekonomi regional terhadap kategori tersebut
sangat besar. Dalam kaitan ini, akan mudah melihat ekonomi Tanah
Bumbu hanya dengan mengacu pada kedua kategori tersebut.
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Politik

Pemerintah Tanah Bumbu dari legislatif direpresent
oleh DPRD. 2014 merupakan tahun pertama kerja bagi a
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2014 - 2019, s
terpilih melalui pemilihan anggota legislatifdi tahun 2014. Te:
35 orang yang terpilih menduduki kursi DPRD dari berbagai -
Tiga di antaranya adalah wanita yang berasal dari |
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasional Demokrat (Nasdem)

PDI Perjuangan tercatat sebagai partai penyumbang ar
terbanyak, yakni sepuluh orang atau menguasai 28,75%
dewan. Selanjutnya, PKB dan Gerindra sama-sama menyur
lima anggotanya duduk di dewan. Gabungan ketiga f
menguasai lebih dari separuh kursi dewan Tanah Bumbu. s!
diisi oleh partai Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, PAN, Demokrz
PKS. PKS dan Demokrat adalah partai dengan jumlah kursi
sedikit yakni masing-masing satu kursi, ***
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Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan daratyang penting
untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan semakin
meningkatnya pembangunan, maka akan meningkat juga
kebutuhan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan
memperlancarlalulintas barang dari satu daerah ke daerahlain.

Adanya akses jalan akan mempercepat pemerataan
pembangunan dan meningkatkan aktifitas ekonomi. Panjang jalan
di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014
adalah 1.031,2 km dengan rincian 129.4 km merupakan jalan
negara, 99.8 km adalah jalan Propinsi dan 784 km adalah jalan
kabupaten. Keadaan pada tahun 2014, jalan yang beraspal
sepanjang 237,595 km, jalan kerikil sepanjang 445,721 kmdanjalan
tanah sepanjang 96.440 km.

Dari keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Tanah Bumbu,
352,220 km berkondisi baik; 176,340 km berkondisi sedang,
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229,591 km berkondisi rusak dan 52,849 km berkondisi Fusaj,
perat. Jika dipersentasikan, maka jalan rusak dan rusak berat ¢,
Tanah Bumbu adalah sebesar 36,02 persen.

Dengan melihat keadaan seperti itu, sudah selayaknya g,
masa mendatang pembenahan di bidang infra struktur jalg,
menjadi prioritas. Diharapkan, dengan bagusnya jalan akgy,
memperlancar aktivitas perekonomian baik hubunga,
Banjarmasin sebagai pusat perekonomian Propinsi Kalimantay
Selatan dengan Batulicin, maupun antara Batulicin sebagai pusat
perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dengan kecamatap
lainnya.

Jikajalan dipisahkan oleh sungai atau aliran air lainnya, maka
untuk menghubungkan jalan tersebut diperlukan jembatan,
Kalimantan dikenal dengan banyaknya sungai, sehingga tidak herap
di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat banyak jembatan, yang
mencapai 778 buah.

Dari jumlah itu, sebanyak 275 jembatan dengan konstruksi
beton, 8 jembatan besi, 490 jembatan kayu serta 5 jembatan selain
ketiga jenis tersebut. Jumlah jembatan terbanyak terdapat di
Kecamatan Satui dengan total 170 buah jembatan. Sebaliknya,
kecamatan Batulicin hanya memiliki 19 buah jembatan.

&k K

FEMETARN WiLknaw iuvlnstf GNFLIE DI KABUPATE N TANAH BUMBU 2016

96

CEPP - ULM

bk Doy Wk ot b v P

(4.11)

Sosial Budaya

a. Pendidikan

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah
sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya.
Penduduk yang berkualitas akan menjadi penggerak arah
pembangunan, Oleh karena itu, untuk mencapai penduduk yang
berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, salah satunya
ditunjang dengan ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga
pendidikan, diharapkan dapat memberikan kesempatan
seluas-luasnya, terutama pada penduduk usia wajib sekolah 7 -18
tahun, untuk mengenyam pendidikan yanglayak.

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tanah
Bumbu sampai tahun 2014 antara lain 195 buah sekolah TK; 192
buah SD; 56 buah SMP; 18 buah SMA serta 15 buah SMK.
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Jumlah Anak yang bersekolah di tingkat SD lebih banya,
dibandingkan pada jenjang sekolah lain. Di tingkat SD jumlah Murig
sebanyak 35.288 siswa, ditingkat SMP 10.541 siswa, tingkat Sy
dan SMK masing-masing sebanyak 3.413 dan 4.805 orang siswa,

Jumlah anak sekolah pada jenjang dibawahnya, kemungking,
adanya anak yang mengalami putus sekolah. Resiko paling besy,
adalah pada jenjang SD. Hal itu bisa dilihat pada penurunan yan,
cukup signifikan siswa SD ke siswa SMP.

Di samping itu, terdapat sarana pendidikan yang dikelola ol
Kementrian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2013
tercatat ada 4 (empat) Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, 14
Madrasah Ibtidaiyah, 24 Madrasah Tsanawiyah dan 9 (Sembilan)
Madrasah Aliyah yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan g
Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua
lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang
merata dan terjangkau, sehingga diharapkan tercapai Tanah Bumbu
yang sehat dan sejahtera. Ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan sangat mempengaruhi aspek pelayanan kesehatan yang
dimaksud,

Selain sebuah RSUD, di Kabupaten Tanah Bumbu tercatat
terdapat 4 Puskesmas Perawat, 10 buah Puskesmas Non Perawat,
108 buah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 187 Posyandu Balita
yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Selain itu dilengkapi pula
dengan mobil Puskesmas keliling, Pos Bersalin Desa (Polindes).

Di samping penyediaan sarana kesehatan yang memadal
«diperlukan pula tenaga medis yang handal untuk memberikan
Pelayanan kesehatan, Hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 35
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dokter umum dan 7 orang dokter gigi yang bertugas di Tanah
Bumbt. Ketersediaan tenaga kesehatan profesional itu, dibanty
tenaga penunjang kesehatan lainnya, yakni 187 perawat, 260 bidan
dan 217 dukun kampung / bayi.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanah Bumbu yang
sekarang bernama RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, adalah
rumah sakit milik pemerintah daerah setempat yang melayani
masyarakat umuin. Jenis penyakit terbanyak yang di diagnosis
terhadap pasien di rumah sakit itu selama tahun 2014 adalah Low
Back Pain dan Dyspepsia, yakni sebanyak 1.259 dan 1.254 kasus.

c. Keluarga Berencana

Berdasarkan data Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, pada tahun 2014
tercatat ada sebanyak 64.136 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan
jumlah akseptor KB yang Aktif sebanyak 50.483 orang. Alat
kontrasepsi yang paling banyak digunakan akseptor KB adalah pil.
Alat kontrasepsi jenis pil digunakan oleh 24.216 akseptor.
Kemudian suntik KB oleh 19.382 akseptor. Banyaknya pil KB yang
dipilih disebabkan penggunaannya yang lebih praktis dan harga
yangleratif murah dibanding dengan alat kontrasepsi yang lain.

d. Agama

Kehidupan beragama dan kepercayaan terhdap Tuhan Yang
Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk
membina kehidupan masyarakat agamis yang harmonis, saling

toleransi dan bekerja sama sehingga mendukung laju
pembangunan,
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Dalam rangka mendukung kon disi tersebutdi atas diperIUkan

sarana ibadah untuk memumpuk keimanan sesuai dengan agan,

masing-masing.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah Bump,
beragama Islam, selebihnya adalah Kristen, Katolik, Hindu g,
Budha. Sarana beribadah yang ada di Kabupaten Tanah Bump,
antara lain 206 buah Masjid, 372 buah Mushola / Langgar, 7 by,
Gerejadan21Pura.

e, Hukum dan Keamanan

Dari aspek hukum, Pengadilan Agama Batulicin mencatat
jenis perkara (yang berasal dari masyarakat Kabupaten Tanah
Bumbu) terbanyak yang masuk pada tahun 2014 adalah kasus gugat
cerai talak sebanyak 434 perkara dan gugatan cerai talak sebanyak
150 perkara. Sebanyak 264 kasus gugat cerai telah diselesaikan
padatahun2013.

Sepanjang tahun 2014, Kepolisian Resort Tanah Bumbu
mencatat kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum setempat
sebanyak 49 kejadian dengan kerugian material sekitar
Rp.364.000.000,00. Selain mengakibatkan kerugian material, jug?
menimbulkan kerugian immaterial dengan 47 orang korban
meninggal dunia, 22 orangluka berat dan 16 orang luka ringan.

Untuk membangun disiplin berlalu lintas di jalan raya, Polres
Tanah Bumbu telah menindak pelanggar lalu lintas. Ha:~'.ilny-'=l,3-‘362
pelanggaran lalu lintas terjaring selama tahun 2014, Pelangga™

paling sering terjadi pada bulan September, sebanyak 376
pelanggaran,
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f. Suku

penduduk yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu berasal dar
perbagal suku, namun yang menjadi mayoritas adalah suku Banjar
gan Bugis. Suku lain seperti suku Jawa, Sunda, Mandar, Dayak, Batak
Madura, Lombok, Bali dan lain sebagainya.

Secara umum, berdasarkan jumlahnya, sebaran dan tempa
tinggal suku-suku di wilayah Tanah Bumbu dapat dikelompokkar
Sebagai bcrikut:

1.  Suku Banjar, umumnya berdomisili di Batulicin, Simpang

Empatdan Satui.

2. Suku Dayak Bukit, umumnya berdomisili di daeral
pegunungan Meratus, Satui dan Mantewe serta Kusan Hulu.

3. SukuBugis,umumnyaberdomisili di Pagatan dan Batulicin,
4,  SukuMandar, umumnya berdomisili di Pagatan dan Batulicin.

5.  Suku Jawa, umumnya berdomisili di Mantewe, Kusan Hulu
dan Angsana.

6.  Suku Bali, umumnya berdomisili di Mantewe, Karang Bintang
dan Angsana.

7. Suku Sunda, umumnya berdomisili di Batulicin dan Simpang
Empat.

8. Suku Tionghoa-Indonesia, umumnya berdomisili di Simpang
Empat.,

Suku Batak, umumnya berdomisili di Simpang Empat dan
Satui.

10.  Suku Lombok, umumnya berdomisili di Angsana dan
Mantewe,
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g Organisasi Kemasyarakatan

Dinamika perkembangan Organisasi Kemasyarakalan
(Ormas) dan perubahan sistem pemerintahan, membay,
paradigma baru pada tata kelola organisasi kemasyarakatan dalay,
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pertumbuhan jumlah, sebaran dan jenis kegiatan Ormag
dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi sert
tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upay,
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga da,
memelihara keutuhan serta kedaulatan NKRI.

Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan,
menuntut sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaida)
sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandir,
transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Tanah Bumby
perkembangan jumlah Ormas sampai dengan tahun 2016 ini
terdapattotal 210 buah dengan perincian sebagaiberikut:

Tabel 4.8
Data Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2016
No Jenis Ormas Jumlah
1 | Lembaga Adat 7
2 | Lembaga Swadaya Masyarakat 25
3 | Organisasi Keagamaan 57
4 | Organisasi Kepemudaan 15
5 | Organisasi Seni dan Budaya 10
6 | Organisasi Wanita &
7 | Yayasan 20 |
8 | Orpanisasi Profesi ar
9 | Orpanisasi Sosial 21
10 | Organisasi Pendidikan 3
11 | Organisasi Keolahragaan 5 o
12 | Lembaga Bantuan Hukum - S|
13 | Ormas Lainnya 3
Total 210

Sumber :Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu
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Potensi -
Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu
dititik beratkan kepada analisa geografis yang mencakup
kesesuaian lokasi dan aksesibilitas, keterkaitannya dengan
prasarana pendukung yaitu infrastruktur transportasi,
ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai
faktor produksi dan potensi pasar, serta tingkat kemajuan sektor-
sektor ekonomi dan potensi unggulan.

Selaras dengan kebijakan perwilayahan Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu masuk dalam satuan wilayah
pembangunan II, bersama dengan Kotabaru. Pusat pengembangan
dari wilayah Tanah Bumbu adalah Batulicin dengan sektorunggulan
adalah perikanan laut, perikanan darat, budi daya rumput laut,
peternakan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Dalam konteks kebijakan nasional, Kabupaten Tanah Bumbu
termasuk kedalam kawasan yang direkomendasikan sebagai sub-
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koridor unggulan di Pantai Timur Kalimantan oleh kajian Di“‘ktura
Jenderal Penataan Ruang. Sub-koridor ini mencakup Balikpapan.
Panajam - Tanah Grogot-Batulicin dan memiliki potens; ungy,
disambungkan lebih lanjutdari Batulicin - Pelaihari - Baniarmasinl

Pemilihan sub-koridor Pantai Timur Kalimantan {Pamimkan
selatan 1 ini berdasarkan potensi sektor unggulan serta 3d&nya
Kawasan Andalan KAPET Batulicin, dukungan Daerah Aliarg,
Sungai Kendito dan Sungai Kusan serta outlet perdaganga, g
Pelabuhan Tanah Grogot dan Batulicin. Sebagai sub-korjg,,
unggulan, maka pengembangan akan didorong dengan StrﬂtEEi
pengembangan pusat permukiman, dukungan tencana poly
pemanfaatan ruangserta dukungan prasarana.

Sub-koridor Pantimkla Selatan 1 ini menjadi bagian day
rencana utama nasional, yaitu pengembangan Korido,
Pembangunan Ekonomi Indonesia (Indonesian Economi
Development Corridor-IEDC) yang sedang dikaji rencans
pengembangannya dengan dukungan dari Jepang. Koridor-koridor
yang telah di identifikasi adalah koridor Timur Sumatra-Barat Laut
Jawa, Koridor Utara Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Barat
Sulawesi, Timur-Bali-Nusa Tenggara dan Koridor Papua.

Untuk Koridor Kalimantan, terdapat beberapa titik pusatatau
hubs, yaitu Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda
Koridor ini di estimasi memiliki potensi pertumbuhan PDRB
sebesar 3-5 kali lipat dari $20 milyar di tahun 2008 menjadi $80
milyar pada 2030. Konsep koridor pertumbuhan adalah, bahw
menghubungkan titik-titik pusat ekonomi akan menciptakan efek
pertumbuhan maksimal di sepanjang koridor, jika koridor tersebut
memiliki potensi ekonomiyang memandai.

Lokasi Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di titik paling
tenggara Pulau Kalimantan, membuatnya menjadi titik yans
berpotensi strategis. Kombinasi Koridor Kalimantan dan sub
koridor Pantimkal Selatan 1 menunjukkan adanya prioritss
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ssional terhadap pengembangan Tanah Bumbu sebagai titik
Zkuan'i utama nasional. Untuk itu diperlukan dukungan prasarana
dalam membuat Tanah Bumbu berfungsi sebagai sentra ekonomi
nasional, terutama untuk menghubungkan simpul-simpul ekonomi
di sub-koridor Pantimkal Selatan 1, untuk dilayani oleh pelabuhan
gatulicin sejalan dengan pengembangan KAPET Batulicin.

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor
25/2007, menyatakan bahwa setiap tingkatan rencana mempunyai
kewenangan untuk menyusun kawasan strategisnya masing-
masing. pengembangan kawasan strategis berguna untuk
mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu
kawasan, sehingga wilayah sekitarnya ikut berkembang. Di
Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 5 (lima) kawasan strategis yang

akan dikembangkan, yaitu:

1. Kawasan Strategis Batulicin dan Gunung Tinggi

Kawasan Batulicin berperan sebagai ibukota Kabupaten dan
layak ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi. Kawasan
Gunung Tinggi berperan sebagai pusat pemerintahan. Secara
lokasional dalam skala regional, letak kawasan ini cukup strategis
karenadilalui oleh jalur lintas selatan antar kabupaten dan provinsi
Kalimantan Selatan. Fungsi sosial ekonomi adalah industri berat
(bijih besi dan briket batu bara), Industri Hasil Laut, Pusat
Perdagangan Regional (pusat koleksi distribusi), Pelabuhan
Samudera dan Kawasan Bandar Udara.

2. Kawasan Strategis Pagatan

Kawasan Pagatan direncanakan sebagai kawasan strategis
sosial budaya. Di kawasan Pgatan tersedia wisata budaya dan wisata
alam. Fungsi wisata budaya yang diarahkan yaitu upacara adat
(Mappanretasi), makam Raja Pagatan, Makam Syech Muhammad
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Arsyad dan Makam Ponag Aji Toa. Fungsi kawasan strategi,
ekonomi adalah budi daya tambak undang (BBUG), industr ikap
Jaut, industri konstruksi kapal penangkap ikan, industri kain teny,

pagatandan tempat pelelanganikan (TPI).

3. KawasanStrategis SungaiLoban

Kawasan strategis Sungai Loban layak ditetapkan kawasg),
strategis ekonomi teknologi tinggi pendaya gunaan sumber day,
alam. Fungsi-fungsi yang diarahkan adalah industri Pembekua,
ikan (cold storage), kawasan perkebunan, peternakan sapj
perkebunan karet, pelabuhan khusus pertambangan, Bandar udar,
baru danrencanakawasan pertambangan.

4.  Kawasan Strategis Satui

Kawasan Satui ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi
dan pendayagunaan sumber daya alam lain, dengan fungsi -fungsi
yang diarahkan perkebunan Kepala sawit, industri CPO, pelabuhan
khusus pertambangan, peternakan dan kawasan pertambangan.
Indusri CPO yang berada di Satui merupakan kegiatan yang
potensial untuk dikembangkan karena merupakan kegiatan yang
memberikan kontribusi cukup besar bagi APBD Kabupaten Tanah
Bumbu maupun Provinsi Kalimantan Selatan.

Kawasan prioritas lainnya yang akan dikembangkan dirinci
menurut jenis kegiatan yang akan dikembangkan dan karakteristik
potensi dan masalahnya. Perincian kegiatan di wilayah prioritas
tersebut adalah kawasan menunjang kegiatan sektor dan kawasan
yang pertumbuhannya cepat, yaitu :

- Kawasan Industri Batulicin,
- IndustriSemen Batulicin,
- Pelabuhan Samudera Batulicin,
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pelabuhan Udara Batulicin.

jaringan jalan tol Batulicin - Banjarbaru.

jaringan jalan Kandangan Batulicin.

jaringan jalan Banjarmasin-Batulicin-Tanah Grogot (Kaltim),

;amrpcnyeberangan Batulicin-Tanjung Serdang,

pembangunan PLTA Kusan di Kecamatan Kusan Hulu.

pembangunan Waduk Sungai Kusan di Kecamatan Kusan Huly,

* & ok
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Konflik Lahan

Pada bab ini disampaikan pemaparan atas data yang telah
diperoleh sebagai hasil wawancara di lapangan. Akan tetapi perlu
pula disampaikan bahwa dalam proses pengumpulan data di
lapangan, ada sebagian informan yang agak ragu untuk
menyampaikan beberapa informasi kepada tim peneliti. Hal ini
disebabkan kekhawatiran para informan akan kerahasiaan
identitas dan informasi yang mereka berikan.

5.1.1.Klaim Lahan

Persoalan klaim lahan yang dimaksud disini adalah terjadinya
saling klaim lahan yang sama oleh warga masyarakat yang berbeda.
H‘al ini disebut juga tumpang tindih lahan. Artinya, sebidang lahan
j::icui k6pe-milikannya oleh dua atau lebih pihak yang berbeda,

anamasing-masing merasa sebagai pemilik lahan tersebut.

PEMETAAN WiLAYAH POTENS! KONFLIK DI KABUPATEN TANAH BUMBL 2016

111

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

CEPP - ULM
Wiahing Pemarmy l’-v‘-ﬂ:r_-u\-v- a
Adapun kendala dalam menyelesaikan konflik yang ter

jag;
ang disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan .

seperti ¥y -~ aran,

Bintang berikutini:
*Kalau konflik lahan misalnya ada tumpang tindih, iy
biasanya agak susah itu. Kalau umpama masyarakay
yang berkonflik itu tadi misalnya merasa bahwa tanal,
yang dia miliki itu tanah turun temurun, Jadi walaupuy
surat-surat, sertifikat atau dokumen apa segala diy
tidak punya, tapi dia bisa bersikeras bahwa tanah ity
punya dia karena sudah turun-temurun jar (ujarnya;
katanya) itu tanah dari nenck moyangnya. Nah, itu yang
biasanya agak sulit. Disamping pendidikannya juga
rendah, jadi dia tidak mengerti itu surat-menyurat apa
sertifikat itu. Yang jelas bagi dia, itu tanah dia karena
warisan sudah turun-temurun itu tadi. Makanya itu kita
tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, ketua RT, RW ity
kita turun tangan membantu pemerintah mengatasi itu,
Tapi alhamdulillah sejauh ini masih bisa kita atasi,
bagamatan (pelan-pelan) itu kita bagaimana caranya
supava masyarakat itu paham dan mau menerima."
(hasilwawancara)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui, bahwa inti
permasalah klaim atau tumpang tindih lahan terjadi karena
masyarakat tidak mengerti tentang legalitas kepemilikan tanah
secara hukum formal. Salah satu penyebabnya adalah, karena
tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, Sehingga,
anggapan kepemilikan tanah secara tradisional masih berlaku dan
dipegang oleh masyarakat setempat.

Dalam perspektif tradisional disebutkan, bahwa sebidang
lzhan yvang digarap secara terus menerus maka kepemilikannya
menjadi hak penggarap. Hak tersebut akan hilang bila tanah
ditinggalkan dan tidak lagi digarap selama dua musim (Undang:
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ang Hukum Tanah).
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palam hal ini, aparat desa dan tokoh masyarakat setempat
cudah melakukan perannya dengan tepat, seperti yang dilakukan
;,reh tokoh masyarakat di Kecamatan Karang Bintang, dalam
"wmhcrlk:m pengertian kepada masyarakat. Karena
pagaimanapun juga, aparat desa dan tokoh masyarakat tentunya
Jebih mengetahui bagaimana karakter wilayah dan penduduk
Jdilingkungan mereka,

Juga perlu dilakukan sosialisasi tentang pertanahan dan
pentingnya legalitas formal atas kepemilikan tanah oleh
pcmcrinlah daerah maupun lembaga yang berwenang, hingga ke
pedesaan dan pedalaman. Baik itu secara langsung maupun melalui

perantara aparat desa dan tokoh masyarakat.

pemerintah daerah bisa melakukan kerja sama dengan Badan
pertanahan Nasional (BPN) untuk turun langsung ke masyarakat.
atau memberikan pelatihan, workshop maupun pembekalan
kepada aparat desa dan tokoh masyarakat yang nantinya akan
mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Tokoh masyarakat dari Kecamatan Karang Bintang tersebut
juga menambahkan pandangan beliau mengenai batas wilayah,
seperti yang disampaikan berikutini:

“Mengenai batas wilayah desa, perlu disosialisasikan
melalui forum desa. Bahkan perlu juga disiarkan
melalui khotbah pada saat shalat Jumat, agar
masyarakat desa benar-benar mengetahui tentang
batas wilayah desanya sehingga tidak menimbulkan
konflikdengan desa lain”. (hasil wawancara)

Apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut
tentang melibatkan tokoh dan kegiatan agama (khotbah Jumat)
dalam upaya sosialisasi mengenai batas wilayah desa, merupakan
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masukan yang sangat bagus. Pemerintah daerah perly Memi
langkah tersebut, yaitu memberikan pelatihan, workshop may
pembekahn kepada para tokoh agama tentang batas-batas Wih
Sehingga, para tokoh agama dapat mensosialisasikannya kepy
m1syarakatsetemp‘\t dengan lebih terarah sehingga tepat ﬁ"l'n (I
tepat sasaran. D palam hal ini, kondisi masyarakat Tanah Ilumhny
mayoritas beragama Islam akan sangat menunjang pehknm
sosialisasi dengan melibatkan para tokoh agama pada p-:'h'k';am

kln

kegiatan keagamaan, seper ti khotbah Jumattersebut,

Konflik lahan tidak hanya terjadi antara pemukiman Warg,
dengan pihak perusahaan, tetapi dapat pula terjadi ﬂnté.,
pcrusahaan,sepe]-ﬁ yang terjadi di kecamatan Kusan Huly beriky,
ini:

*Disini ada tumpang tindih lahan, yaitu antara

pertambangan dengan perkebunan. Perusahaannya pT

Mitra Setia Tanah Bumbu (MSTB) dengan PT Agro

Bukit. Awalnya lahan diperuntukkan bagi perkebunan,

lalu karena ada sumber daya batu bara di dalamnya

kemudian disitu ada perebutan lahan. Maunya

dialihkan ke pertambangan.” (hasil wawancara)

Adapun penyelesaian dari konflik tersebut difasilitasi oleb
pihak pemerintah daerah, Muspida, dan DPRD Tanah Bumbu. Pad:
akhirnya lahan yang tumpang tindih tersebut digunakan sebag:
lahan pertambangan karena pihak perusahaan tambang memil
Kuasa Pertambangan (KP) yang sesuai dengan Undang-Undan;
Minerba,

5.1.2.Alih Fungsi Lahan

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yan
dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel untuk dibangs

FEMETRAN WILAYAR POTLNS| KONFLIK DI KABUPATIN TANAN BUMBY 2016

114

(Fmr Ut

Nh,
e Lt L _._,__“_-,

menjadi kawasan industri, mencakup lahan seluas 500 Ha. Akan
tetapl, di lahan milik Pemerintah Provinsi tersebut terdapat sekitar
450 huah rumah penduduk. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu
konflik antara warga pemilik rumah, dengan pemerintah provinsi
cebagai pemilik lahan, Untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya konflik, pemerintah daerah telah berupaya melakuban
sosialisasi kepada para warga pemilik rumah tentang rencana
dibangunnya kawasanindustritersebut,

Selain itu, pada tahun 2015 pernah terjadi penembakan
warga oleh pemerintah, terkait masalah indikasi pengrusakan
hutan di Kecamatan Mantewe, Adapun warga yang ditemhbak ity
herasal dari etnis Dayak. Hal tersebut juga merupakan bentuk
konflik terbuka herupa demonstrasi.

Kemudian konflik lahan yang pernah terjadi adalab antars
masyarakat dengan pemerintah, yaitu persoalin tamhak van
masyarakat yang herada di kawasan hutan produks milz
pemerintah.Seperti yangdisampaikan informan benlutim

“Kalau konflik antara masyarakat dengan pemerintah
juga pernah terjadi, yaitu di Desa Batu Ampar 7T 08
Kecamatan Simpang Empat. Yaitu warza ada punys
tambak ikan, sakalinya (ternyata) itu ada di daers
hutan produksi ampun (milik) pemerintah. Nah, iy
pemerintah memberi uang tali asih. sem
rugi. Awalnya warga ini tidak mau menerims L
orang Dinas Kehutan Propinsi mendekati w3
mereka ada himbauan, ada sosialisasi. Polres mzs s

Muspika juga ada, lalu akhirnya masalah u Siss
selesai.” (hasilwawancara)

setempat, harus pro aktif mensosialisasikan program-program s
aturan-aturan hukum yangberhubungan denganwiaran natn
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abupaten Tanah Bumbu merupakan daerah yang kaya
akan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi
engan masyarakatnya yang sangat heterogen. Kondisi
tersebut memberikan keuntungan berupa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang cukup besar dan ketersediaan lapangan kerja.
Disisi lain, juga menimbulkan potensi konflik sosial.
Permasalahan lahan dan.pertambangan menjadi konflik yang
mendominasi. Belum lagi masalah tenaga kerja, batas wilayah
baik antar kabupaten maupun antar desa, perkembangan aliran
keagamaan, arogansi berdasarkan kesukuan, perkebunan,
industri, politik dan perdagangan serta transportasi. Terjadinya
konflik dan upaya pemecahannya, tidak dapat dilakukan jika
identifikasi terhadap potensi konflik itu sendiri belum
ditemukan. Karepa. itu,~amat penting untuk melakukan
penelitian berbasis pemetaan wilayah serta jenis konflik sosial
yang sedang dan.berpotensi akan terjadi di masa mendatang.
Pemetaan.wilayah dan identifikasi potensi konflik menjadi
sebuah” keniscayaan untuk dilakukan, dalam konteks upaya | Dokur
pencegahan dan memberikan resolusi terhadap konflik tersebut. | Andi
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